PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI] AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi yang lebih
prepersional, efeltif, dan ¢fisien guna meningkatkan
kinerja pelaksanaan tugas Kementerian Agama, perlu
dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan
tata kerja Kementerian Agama;

b. bahwa penyederhanaan struktur organisasi
Kementerian Agama scbagaimana dimaksud dalam
huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birekrasi sesuai dengan surat Nomor
B/780/M.KT.01/2021 mengenai Penyederhanaan
Birokrasi di Lingkungan Kementerian Agama,

¢. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan
hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu
diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Agama  tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

Meéngingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA.



BAB |
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 1
{1) Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Presiden.
{2) Kementerian Agama dipimpin oleh Menteri.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 2
Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara,

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 3

Dalam meclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

a. perwnusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di
bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik,
Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji
dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;

b. keordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unsur erganisasi pada Kementerian Agama;

¢, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang
menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;

d. pengawasan — atas peleksanaan  tugas  pada
Kementerian Agama,;

e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan urusan Kementerian Agama di dacrah;

f. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke
daerah;

g. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan
pengembangan di bidang agama dan keagamaan;

h. pelaksanaan penyclenggaraan jaminan produk halal;
dan

i. pelaksanaan dukungan substantif kepada scluruh
unsur organisasi pada Kemcnterian Agama.

BAB 11
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4
(1} Susunan organisasi Kementerian Agama terdiri atas
11 {sebelas) unit kerja, sebagai berikut:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
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c. Direkterat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan
Umrah;

d. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;

e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Kristen,

f.  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Katolik;

g. Dircktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Hindu;

h. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Buddha;

1.  Inspektorat Jenderal;

j. Badan Penelitian dan Pengembangan, dan
Pendidikan dan Pelatihan; dan

k. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

{2) Selain unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
Menteri dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli dan 2 (dua)

pusat.
(3) Staf ahli scbagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas:
a. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan
Keagamaan;

b. Staf Ahli Bidang Mangjemen Komunikasi dan
Informasi; dan
¢. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
{4} Pusat scbagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas:
a. Pusat Kerukunan Umat Beragama, dan
b. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.

BAB 11l
SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 5
(1) Sckretariat Jenderal merupakan unsur pembantu
pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri.
(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh  Sckretaris
Jenderal.

Pasal 6
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
Kementerian Agama.

Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Sckretariat Jenderal menyelenggarakan fungst:
a. koordinasi kegiatan Kementerian Agama;
b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran Kementerian Agama;



¢. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
arsip, dan dokumentasi Kementerian Agama;

d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

e. koordinasi dan pecnyusunan peraturan perundang-
undangan serta pclaksanaan adwvokasi hukum;

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan
negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan

g- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8
Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a. Biro Perencanaan;

b. Biro Kepegawaian;

¢. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;

d. Biro Organisasi dan Tata Laksana,;

c. Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,

f. Biro Umum, dan

g. Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi, sinkronisasi dan penyusunan rencana strategis,
program, Kkegiatan dan anggaran, cvaluasi, pelaporan
perencanaan, pengembangan sistemn, data perencanaan,
dan pemantauan pelaksanaan kebijakan pada Kementerian
Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi, sinkronisasi, dan pcnyusunan rencana
strategis, rencana kinerja, perjanjian kinerja, dan
rencana anggaran Kementerian Agama dan Sekretariat
Jenderal,

b. koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data
pcrencanaan program, kegiatan, dan anggaran
Kementerian Agama;

c¢. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program,
kegiatan, dan anggaran Kementerian Agama pusat dan
dacrah;

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan, rencana strategis, rencana Kinerja,
perjanjian kinerja, dan rencana anggaran Kementerian
Agama; dan

e. pclaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
biro.



Pasal 11]
Susunan organisasi Biro Perencanaan terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 11
huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan
persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan,
keuangan, barang milk negara, kecumahtanhggaan,
kearsipan, data, dan dekumentasi biro.

Bagian Keempat
Biro Kepegawaian

Pasal 13
Biro Kepegawaian mempunyal tugas melaksanakan
pengelolaan data dan administrasi kepegawaian dan
penyusainan bahan pembinaan, asesmen, dan
pengembangan pegawai pada Kementerian Agama scsuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
Dalam mclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fuingsi:
a. pengelolaan data dan naskah kepegawaian;
b. pengembangan sistem dan layanan informasi
kepegawaian;
c. penyusunan rencana formasi dan pengadaan pegawai;
d. pelaksansan urusan promosi dan mutasi jabatan
pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional;

e. pelaksanaan sidang pertimbangan kcpegawaian;

f. pelaksahaan urusan pemberheéntian dan pemensiunan
pegawai;

g. pelaksanaan pcmberian penghargean pegawai,

h. pelaksanaan pcmectaan kompetensi pegawai,

pelaksanaan urusan pembinaan dan pengembangan

pegawai;

j.  koordinasi pengelelaan administrasi penilaian kinerja
dan disiplin pegawai; dan

k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rurnah tangga.

Pasal 15
Susunan erganisasi Biro Kepegawaian terdivi atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompek Jabatan Fungsional.

Pasal 16
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Paszal 15
buruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan
persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan,
keuangan, barang milik negara, kerumahtanggaan,
kearsipan, data, dan dokumentasi biro.
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Bagian Kelima
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Pasal 17

Biro Kcuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan dan koordinasi perbendaharaan,
pelaksanaan anggaran, pengelolaan penerimaan negara
bukan pajak dan badan layanan umum, barang
milik /kekayaan negara, akuntansi, dan pelaporan
keuangan pada Kementerian Agama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 17, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

menyelenggarakan fungsi:

a. peclaksanaan bina perbendaharaan dan pelaksanaan
anggaran;

b. pembinaan pengclolaan penerimaan negara bukan
pajak dan badan layanan umum;

c. pelaksanaan bina pengelolaan barang milik/kekayaan
negara;

d. pelaksanaan bina akuntansi dan pelaporan keuangan
dan barang milik/kekayaan negara; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
biro.

Pasal 19
Susunan organisasi Biro Keuangan dan Barang Milik
Negara terdiri atas:
a. Bagian Penatausahaan, Penghapusan, dan
Pengendalian Barang Milik Negara;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20
Bagian Pcnatausahaan, Penghapusan, dan Pengendalian
Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan pembinaan, koordinasi, dan  administrasi
pcnatausahaan, penghapusan, dan pengendalian barang
milik/ kekayaan negara.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20, Bagian Penatausahaan, Penghapusan, dan

Pengendalian Barang Milik Negara menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan  pembinaan  penassusahaan,
pcnghapusan, dan pengendalian barang
milik/kekayaan negara;

b. penyiapan bahan koordinasi penatausahean,
penghapusan, dan pengendalian barang
milik/kekayaan negara; dan



c. pelaksanaan urusan administrasi penatausahaan,
penghapusan, dan pengendalian barang
milik/kekayaan negara.

Pasal 22
Bagan Penatausahiaan, Penghapusan, dan Pengendalian
Barang Milik Negara terdiri atas Kelompek Jabatan
Mangsional.

Pasal 23
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimalesud dalam Pasal
19 hurnuf b mempunyai tugas meclakukan pelayanan urusan
persuratan, perencanaan, kepepawaian, ketatalaksanaan,
keuangan, barang millk ncgara, kerumahtanggaan,
kcarsipan, data, dan dokumentasi biro.

Bagian Keenam
Biro Organisasi dan Tata Laksang

Pasal 24
Biro Organisasi dan Tata laksana mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan, dan koordinasi penataan
organisasi, penataan tata laksana, dan ¢valuasi kinerja
organisasi, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi
pada Kcmenterian Agama sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 25
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24, Biro Organisasi dan Tata Laksana
menyclenggarakan fungsi:
a. pembinaan, evaluasi, dan koordinasi penataan

organisasi;

b. pembinaan, evaluasi, dan koordinasi pcnataan tata
laksana;

c. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan
publik;

koordinasi penyusunan naskah pimpinan;

koerdinasi, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan

reformasi birokrasi;

f. pembinaan, evaluasi, dan koordinasi pclaksanaan
evaluasi kinerja organisasi;
koordinasi  penyelesaian  tindak lanjut  hasil
pengawasan; dan

h. peclaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

biro.

- B

Pazal 26
Susunan organisasi Bire @rganisasl dan Tata Laksana
terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Pungsional.

Pasal 27
Subbagian Tata Usaha sehagaimana dimaksud daiam Pasal
26 huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan
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persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan,
keunangan, barang milik negara, kerumahtanggean,
kearsipan, data, dan dokumentasi biro,

Bagian Ketyjuh
Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 28
Biro Hukumn dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas
melaksanakan pernyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan, rancangan peraturan dan
keputusan menteri, penyulnhan dan advokasi hukum,
serta urusan kerja sama luar negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasa] 28, Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
menyelenggarakan fungsi:
A. penyusunan rancangan pératuran  perundang-

undangan serta naskeh petjanjian;
b. penyusunan rancangan peraturan dan keputusan
menteri;
penyuluhan, pertimbangan, dan advokasi hukum;
pengelelaan penyelesaian kasus aset kementerian;
pengelolaan kerja sama luar negeri;
pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
biro.

moap
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Pasal 30
Susunan organisasi Biro Hukum dan Kerja Sama Luar
Negeri terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 huruf a mempunyai mgas melakukan pelayanan urusan
persuratan, perencanaarn, kepegawaian, ketatalaksanaan,
keuangan, barang mililk negara, kerumahtangegaan,
kearsipan, data, dan dokumentasi biro.

Bagian Kedelapan
Biro Umum

Fasal 32
Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan
ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan,

keprosokolan, perlengkapan Selaretariat Jenderal,
pemeliharaan barang milik negara Kementerian Agama
pusat, dan pengeloiaan layanan pengadaan barang/jasa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 33
Dalam meclaksanakan tugas sebamaimansa dimaksud dalam
Pasal 32, Biro Umum menyclenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan wurusan tata usaha pimpinan dan
keprotokolan;
b. pclaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
C. penyiapan bahan pengelolaan periengkapan
sekresariat jenderal;
d. pelaksanaan urusan rumah tangga Kementerian
Agama pusat;
e. penyiapan bahan pemanfaatan dan pemeliharaan
barang milik negara;
pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa; dan
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
biro.

x® ™

Pasal 34
Susunan organisasi Bire Umum terdin atas:
a. DBagian Tata Usaha Pimpinan;
b. Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa;
dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paszal 35

Bagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan urusan tata usaha menteri, tata usaha
sekretaris  jenderal, tata usaha staf ahli, urusan
kepretokolan, urusan dalam, perjalanan dinas, layanan
keamanan dan Ketertiban, serta urusan tata usaha dan
rumah tangga biro.

Pasal 36
Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 35, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan
fungsi:

a. pelaksanaan urusan tata usaha menteri;

b. pelaksanaan urusan tata tisaha sckretaris jenderal;

¢. pelaksanaan urusan tata usaha staf ahli;

d. pelaksanaan urusan keprotokolan;

e. penyiapan bahan penyusunan risalah rapat pimpinan;

f. penyiapan bahan administrasi perjalanan dinas
pimpinan;

g. pclayanan urusan dalam;

h. peclaksanaan layanan keamanan dan ketertiban; dan

i.  pengclelaan urusan tata usaha dan rumah tangga
bire.

Pasal 37

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha Menter;

b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal,

c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli;

d. Subbagian Protokol; dan

e. Subbagian Urusan Dalam.
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Pasal 38

(1) Subbagian Tata Usaha Menteri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 huruf a mempunyai tugas melakukan
pclayanan wrusan tata usaha menteri, dan
penyusunan risalah rapat pimpinan.

(2) Subbagian Tata Usaha  Sekretaris  Jenderal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b
mempunyai tugas melakukan pelayanan wusan tam
usaha Sekretanis Jenderal dan penyusunan risalah
rapat pimpinan.

(3} Subbagian Tata Usaha Staf Ahli sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 huruf ¢ mempunyai tugas
melakukan pelayanan urusan tata usaha Staf Ahli.

(4) Subbagian Protokol scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan
keprotokolan dan penerimaan tamu pimpinan.

(5) Subbagian Urusan Dalam scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 huruf e mempunvai tugas melakukan
layanan urusan dalam,

Pagal 39
Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b
mempunyai  tugas melaksanakan penyiapan  bahan
pengelolaan  perlengkapan  Sekretariat Jenderal dan
pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 40
Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39, Bagian Perlengkapan dan  Pengadaan
Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengelolaan perlengkapan dan
pengadaan barang dan jasa; dan
b. pengelolaan layanan pernigadaan barang/jasa.

Pasal 41
Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40, dalam pelaksanaan tugas sebagai Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, Bagian Perlengkapan dan
Pengadaan Barang dan Jasa juga menyelenggarakan
fungsi:
a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
b. pengelolaan layanan pengadaan sccara ¢lektronik;
¢. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan
pengadaan barang/jasa; dan
d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau
bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Pasal 42
Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional.
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Bagian Kesembilan
Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi

Pasal 43
Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengclolaan
dan pecnyelenggaraan serta evaluasi di bidang hubungan
masyarakat, data, dan teknologi informasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalarn melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 43, Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi

menyelenggarakan fungst:

a. perumusan kebijakan operasional di bidang hubungan
masyarakat, data, dan teknologi informasi;

b. pelaksanaan hubungan dengan lembaga Negara,
lembaga pemerintah, media, dan lembaga keagamaan;

c. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan
teknologi informasi di bidang agama;

d. koordinasi dan pengelolaan informasi dan publikasi di
bidang agama;

c. pelaksanaan pengembangan teknologi informatika dan
komunikasi;

¥ pemberian layanan informasi di bidang agama,
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
hubungan masyarakat, data, dan teknologi informasi;

h. pendokumentasian  kegiatan  kementerian  dan
pimpinan; dan

i.  pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
biro.

Pasal 45
Susunan organisasi Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan
Informasi terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 46
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan
persuratan, percncanaan, kcpcgawaian, ketatalaksanaan,
keuangan, barang milik negara, kerumahtanggaan,
kearsipan, data, dan dokumentasi biro.

BAB IV
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 47
(1) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam merupakan
unsur pelaksana yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Mcnteri.
(2) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dipimpin oleh
Direktur Jenderal,
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Pasal 48
Dircktorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pclaksanaan kebijakan
di bidang pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 48, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan madrasah,
diniyah, pondok pesantren, pendidikan agama lslam,
dan pendidikan tinggi keagamaan I[slam;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan
madrasah, diniyah, pondok pesantren, pendidikan
agama [slam, dan pendidikan tinggi keagamaan Islam;

¢. peclaksanaan pembinaan penyelenggaraan pendidikan
madrasah, diniyah, pondok pesantren, pendidikan
agama [slam, dan pendidikan tinggi keagamaan lslam;

d. pemberian bimbingan tekmis dan supervisi di bidang
pendidikan madrasah, diniyah, pondok pesantren,
pendidikan agama Islam, dan pendidikan tinggi
keagamaan Islam,;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pendidikan madrasah, diniyah, pondok
pesantren, pendidikan agama Islam, dan pendidikan
tinggt keagamaan Islam;

{. pclaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam; dan

g. pclaksanaan fungei lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagtan Kedua
Susunan Organisasi

Pasal SO
Susunan organisasi Dircktorat Jenderal Pendidikan Islam
terdint atas:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan lslam;
b. Dircktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan
Kesiswaan Madrasah;
Direktorat Guru dan Tenaga Kcpendidikan Madrasah;
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
Direktorat Pendidikan Agama lIslam; dan
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

e an

Bagian Kctiga
Sckretariat Dircktorat Jenderal Pendidikan Islam

Pasal 51
Sckretariat  Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unit organisasi pada Dircktorat Jenderal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud dalam

Pasal S1, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan {slam

menyelenggarakan fungsi:

a. keordinasi dan penyusunan rencana, program,
kegiatan, dan anggaran;

b. koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana,
program, kegiatan, dan anggaran,

c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik
negara;

d. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana,

e. pengelolaan administrasi kepegawsian dan  bina
pengembangan karier pegawai;

f. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama bidang
pendidikan [slam;

g penyusunan — rancangan  peraturan  perundang-
undangan dan advokasi hukum;

h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;

i. kosrdinasi dan pelaksanaan publilesi dan hubungan
masyarakat;

j.  pelaksanaan urusan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan; dan

k. pemantauan, cvaluasi, dan pelaporan.

Pasal 53
Susunan organisasi Sekretariat Dircktorat Jenderal
Pendidikan Islam terdiri atas:
a. Bagian Umum dan Barang Milik Negara; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

FPasal 54
Bagian Umum dan Barang Milik Negara mempunyai tugas
melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumabtanggaan,
perlengkapan, pemanfaatan, dan pemeliharaan barang
milik negara pada direktorat jenderal.

Pasal 55
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54, Bagian Umum dan Barang Milik Negara
menyclenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
¢. pengelelean dan pelaksanaan urusan perlengkapan;
dan
d. penyiapan bahan pemanfaatan dan pemeliharaan
barang milik ncgara.

Pasal S6
Bagian Umum dan Barang Milik Negara terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.
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Bagian Keempat
Direktorat Kurixulum, Sarana, Kelembagaan, dan
Kesiswaan Madrasah

Pasal 57

Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan
Kesiswaan Madrasah mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi,
bimbingan teknis, dan evaluasi, serta pengawasan di
bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan
madrasah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57, Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan

Kesiswaan Madrasah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang kunkulum,
keclembagaan, kerja sama, Sarana dan prasarana,
kesiswaan, pendanaan, dan tata kelola pendidikan
Raudtatul Athfal dan Madrasah;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum, kelembagaan, kerja sama, sarana dan
prasarana, kesiswaan, pendanaan, dan tata kelola
pendidikan Raudlatul Athfal dan Madrasah;

¢. peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta
didik Raudlatul Athfal dan Madrasah;

d. [fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan
pendidikan Raudlatul Athfal dan Madrasah,

e. fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan
Raudlatul Athfal dan Madrasah;

f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang kurikulum, kelembagaan, kerja sama, sarana
dan prasarana, kesiswaan, pcndanaan, dan tata kelola
pendidikan Raudlatul Athfal dan Madrasah;

g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kurikulum, kelembagaan, kerja sama, sarana dan
prasarana, kesiswaan, pendanaan, dan tata kelola
pendidikan Raudlatul Athtal dan Madrasah;

h. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang
kurikulum, kelembagaan, kerja sama, sarana dan
prasarana, kesiswaan, pendanaan, dan tata kelola
pendidikan Raudlatul Athfal dan Madrasah; dan

i.  pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 59
Susunan organisasi Direktorat Kurikulum, Sarana,
Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah terdiri atas:
Subdircktorat Kurikulum dan Evaluasi;
Subdirektorat Sarana dan Prasarana;
Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja Sama;
Subdirektorat Kesiswaan,
Subbagian Tata Usaha; dan
Kclompok Jabatan Fungsional.

moaagm
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Pasal 60

Subdircktorat Kurikulum dan Evaluasi scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 huruf a mempunysi tugas
melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
presedur, kriteria, bimbingan teknis, supervisi, dan
fasilitasi penjaminan mutu, scrta evaluasi di bidang
kurikulum dan evaluasi pendidikan Raudiatul Athfal dan
Madrasah.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 60, Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapant bahan perumusan, koordinasi, dan
peleksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum
dan ecvaluasi pendidikan Raudlatul Athfal dan
Madrasah;

b. penyiapan ®kahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pembelajaran dan
penilaian pada pendidikan Raudlatul Athfal dan
Madrasah;

c. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan
mutu di bidang pembelajaran dan penilaian pada
pendidikan Raudlatul Athfal dan Madrasah;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pembelajaran dan penilaian pada
pendidikan Raudlatul Athfal dan Madrasah; dan

e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pembelajaran dan penilaian pada pendidikan
Raudlatul Athfal dan Madrasah.

Pasal 62
Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 63

Subdirektorat Sarana dan Prasarana sebagaimana
dimaksud dalam Pasgal 59 huruf b mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan, lsoordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan peényusunan norma,
standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi,
fasilitasi penjaminan mutu, dan evaluasi di bidang sarana
dan prasarana Raudiatul Athfal dan Madrasah.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 63, Subdirektorat Sarana dan Prasarana

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana dan
prasarana pendidikan Raudlatul Athfal dan Madrasah;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kritcria di bidang sarana dan prasarana
pcndidikan Raudiatul Athfal dan Madrasah;
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c. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan
mutu di bidang sarana dan prasarana pcndidikan
Raudlatul Athfal dan Madrasah;

d. penyiapan bahan pclaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang sarana dan prasarana pendidikan
Raudlatul Athfal dan Madrasah; dan

e¢. penyiapan bahan pclaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang sarana dan prasarana pendidikan Raudlatul
Athfal dan Madrasah.

Pasal 65
Subdirektorat Sarana dan Prasarana terdiri atas Kelompok
Jawatan Fungsional.

Pasal 66

Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja Sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 huruf ¢ mempunyai tugas
meclaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan
pclaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan tekmnis dan supervisi, fasilitasi
penjaminan mutu, dan evaluasi di bidang kelembagaan dan
kerja sama Raudlatul Athfal dan Madrasah.

Pasal 67

Dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 66, Subdircktorat Kelembagaan dan Kerja Sama

menyelenggarakan fungsi:

a. pecnyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pclaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan
dan kerja sama pendidikan Raudlatul Athfal dan
Madrasah;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kritcria di bidang kelembagaan dan
keja sama pendidikan Raudlatul Athfal dan
Madrasah;

c. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan
mutu di bidang kelembagaan dan kerja sama
pendidikan Raudlatul Athfal dan Madrasah

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan tekmis dan
supervisi di bidang kelembagaan dan kerja sama
pendidikan Raudlatul Athfal dan Madrasah; dan

c. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kelembagaan dan kerja sama pendidikan
Raudlatul Athfal dan Madrasah.

Pasal 68
Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja Sama terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 69
Subdirektorat Kesiswaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 huruf d mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pecrumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijjakan, pcnyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi pcnjaminan
mutu, dan evaluasi di bidang kesiswaan, pembinaan bakat,
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minat, dan prestasi, serta penge¢lolaan beasiswa dan
bantuan Raudlatul Athfal dan Madrasah.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas secbagaimana dimaksud dalam

Pasal 69, Subdirektorat Kesiswaan menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesiswaan,
pembinaan bakat, minat, prestasi, beasiswa, dan
bantuan pendidikan siswa Raudlatul Athfal dan
Madrasah;

b. penylapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan  kriteria di bidang kesiswaan,
pcmbinaan bakat, minat, prestasi, beasiswa, dan
bantuan pendidikan siswa Raudlatul Athfal dan
Madrasah;

c. penyiapan bahan fasilitasi pclaksanaan pecnjaminan
mutu di bidang kesiswaan, pembinaan bakat, minat,
prestasi, beasiswa, dan bantuan pendidikan siswa
Raudlatu] Athfal dan Madrasah;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kesiswaan, pembinaan bakat,
minat, precstasi, beasiswa, dan bantuan pendidikan
siswa Raudlatul Athfal dan Madrasah; dan

¢. pcnylapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kesiswaan, pembinaan bakat, minat, prestasi,
beasiswa, dan bantuan pendidikan siswa Raudlatul
Athfal dan Madrasah.

Pasal 71
Subdirektorat Kesiswaan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Pasal 72

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal S9 huruf ¢ mempunyai tugas melakukan
pelayanan urusan persuratan, perencanaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi direktorat.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, dalam meclaksanakan tugasnya secara
fungzional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sckretariat Direktorat Jenderal dan
sccara operasional bertanggung jawab kepada
direktorat.

Bagian Kelima
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah

Pasal 73
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
mempunyai tugas mclaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis,
fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi, dan pengawasan
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pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru
dan tenaga kependidikan Raudlatul Athfal, Madrasah
Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah
Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan scsuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 73, Dircktorat Guru dan Tenaga Kependidikan

Madrasah menyclenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan
kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru dan
tenaga kependidikan Raudlatul Athfal, Madrasah
Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah
Aliyah/Madrasah Aliyah Kcjuruan;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi
guru dan tenaga kcpendidikan Raudlatul Athfal,
Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan
Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan;

c. penyusunan rencana kebutuhan guru dan tenaga
kependidikan serta pengendalian formasi guru dan
tenaga kependidikan pada Raudlatul Athfal, Madrasah
Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah
Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan,

d. penilaian kinerja dan pengembangan karir guru dan
tenaga kependidikan pada Raudlatul Athfal, Madrasah
Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah
Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan,

¢. pemindahan guru dan tenaga  kependidikan
padaRaudlatul Athfal, Madrasah lbtidaiyah, Madrasah
Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah
Kejuruan;

f. peningkatan kesejahteraan serta pemberian
penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga
kependidikan pada Raudlatul Athfal, Madrasah
[btidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah
Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan;

g. fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang
pengembangan kualifikasi, kampetensi, dan sertifikasi
guru dan tenaga kependidikan Raudlatul Athfal,
Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan
Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan;

h. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan
sertifikasi guru dan tenaga kependidikan Raudlatul
Athfal, Madrasah I|btidaiyah, Madrasah Tsanawiyah,
dan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan;

i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi
guru dan tenaga kependidikan Raudlatul Athial,
Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan
Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan;

j. pelaksanaan cvaluast dan laporan di bidang
pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi
guru dan tenaga kependidikan Raudlatul Athfal,
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Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan
Madrasah Alivah/Madrasah Aliyah Kejuruan; dan
k. pelaksanaan administrasi dircktorat.

Pasa) 75

Susupan organisasi Direktorat Guru dan Tenaga

Kependidikan Madrasah terdiri atas:

a. Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan
Raudlatul Athfal;

b. Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan
Madrasah [btidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah;

c. Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan
Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan;

d. Subbagian Tata Usaha; dan

e. Kclompok Jabatan Fungsional.

Pasal 76

Subdirektorat Bina Guru dan Tecnaga Kependidikan
Raudlatul Athfal sebagaimana ditneksud dalam Pasal 75
huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
tcknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, dan
cvaluasi di bidang pengembangan kualifikasi dan
kompetensi, permvusunan rencana kebutuhan, penilaian
kinerja dan  pengembangan  karir, pemindahan,
kescjahteraan  serta  pemberian  penghargman  dan
perlindungan guru dan tecnaga kependidikan Raudlatul
Athfal

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 76, Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga

Kependidikan Raudlatul Athfal menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koerdinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
pengembangan kualifikasi dan kompetensi,
penyusunan rencana kebutuhan, penilaian kinetja
dan pengembangan karir, pemindahan, kese¢jahtcraan
serta pemberian penghargaan dan perlindungen guru
dan tenaga kependidikan Raudlatul Athfal;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan
kualifikasi dan kompetensi, penyusunan rencana
kebutuhan, pénilaian kinerja dan pengembangan
karir, pemindahan, kescjahteraan serta pemberian
penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga
kependidikan Raudiatul Athfal;

¢. penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan
mutu di bidang pengembangan kualifikasi dan
kompetensi guru dan tenaga kependidikan Raudlatul
Athfal;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengembangan kualifikasi dan
kompctensi, penyusunan rencana  kebutuhan,
penilaian  kinerja dan  pengembangan  karir,
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pemindahan, kesejahteraan serta pemberian
penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga
kependidikan Raudlatul Athfal; dan

e. penyiapan bahan pelaksanaan cvaluasi dan laporan di
biciang pengembangan kualifikasi dan kompetensi,
penyusunan rencana kebutuhan, penilaian kinerja
dan pengembangan karir, pcmindahan, kesejahteraan
serta pemberian penghargaan dan perlindungan guru
dan tenaga kcpendidikan Raudlatul Athfal.

Pasal 78
Subdirektorat Bina Guru dan Te¢naga Kependidikan
Raudlatul Athfal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 79

Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan
Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan peérumusan,
koordinasi, dan pelaksanaan kebijekan, penyusunan
norma, standar, prosedur, Kkriteria, bimbingan teknis dan
supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, dan evaluasi di
bidang pengembangan kualifikasi dan kompetensi,
penyusunan rencana kebutuhan, penilaian kinerja dan
pengembangan karir, pemindahan, leesejahteraan serta
pembertan penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga
kependidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah
Tsanawiyah.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas scbagaimeana dimaksud dalam

Pasal 79, Subdircktorat Bina Guru dan Tenaga

Kependidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah

Tsanawryah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
pengembangan kualifikasi dan kompetenei,
pcnyusunan rencana kebutuhan, penilaian kinerja
dan pengembangan karir, pemindahan, kesejahteraan
serta pemberian penghargaan dan perlindungan guru
dan tenaga kependidikan Madrasah Ibtidaiyah dan
Madrasah Tsanawiyah;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, daen kriteria di bidang pengembangan
kualifikasi dan kompetensi, pcnyusunan rencana
kebutuhan, penilaian kinerja dan pengembangan
karir, pemindahan, kecsejahteraan serta pemberian
penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga
kependidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah
Tsanawiyah;

¢. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan
mutu di bidang pengembangan kualifikasi dan
kompetensi Madrasah [btidaiyah dan Madrasah
Tsanaswiyah;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengembangan kualifikasi dan
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kompetensi, penyusunan rencana kebutuhan,
penilaian kinerja dan  pengembangan  karir,
pemindahan, kesejahteraan serta pemberian
penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga
kependidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah
Tsanawiyah; dan

c. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pengembangan kualifikasi dan kompetensi,
penyusunan reéncana kebutuhan, penilaian kinerja
dan pengembangan karir, pemindahan, kesejahteraan
serta pemberian penghargaan dan perlindungan guru
dan tenaga kependidikan Madrasah Ibtidaiyah dan
Madrasah Tsanawiyah.

Pasal 81
Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan
Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah terdiri atas
Kclompok Jabatan Fungsional.

Pasal 82
Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan
Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 huruf ¢ mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supcrvisi, fasilitasi
penjaminan mutu, dan evaluasi di bidang pengembangan
kualifikasi dan kompetensi, penyusunan rencana
kebutuhan, penilaian kinerja dan pengembangan karir,
pemindahan, kesejahteraan serta pemberian penghargaan
dan perlindungan guru dan tenaga kcpendidikan Madrasah
Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 82, Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga

Kependidikan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
pengembangan kualifikasi dan kompetensi,
penyusunan rencana kebutuhan, penilaian kinerja
dan pengembangan karir, pemindahan, kesejahteraan
serta pemberian penghargaan dan perlindungan guru
dan tenaga kependidikan Madrasah Aliyah/Madrasah
Aliyah Kejuruan;

b. penylapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan
kualifikasi dan kompetensi, penyusunan rencana
kebutuhan, penilaian kinerja dan pengembangan
karir, pemindahan, kesejahteraan serta pembcrian
penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga
kependidikan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah
Kejuruan;

c. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan
mutu di bidang pengembangan kualifikasi dan
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kompetensi Madrasah  Aliyah/Madrasah  Aliyah
Kejuruan;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengembangan kualifikasi dan
kompetensi, penyusunan rencana kebutuhan,
penilaian kinerja dan  pengembangan  karir,
pemindahan, kesejahteraan serta pemberian
penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga
kependidikan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah
Kejuruan; dan

e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pengembangan kualifikast dan kompetensi,
penyusunan rencana kebutuhan, penilaian kinerja
dan pengembangan karir, pemindahan, kesejahteraan
serta pe¢mberian penghargaan dan perlindungan guru
dan tenaga kcpendidikan Madrasah Aliyah/Madrasah
Alivah Kejuruan.

Pasal 84
Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan
Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyvah Ke¢juruan terdini atas
Kelompok Jabatan Fungsicnal.

Pasal 85

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 huruf d mempunyai tugas melakukan
pelayanan urusan persuratan, perencanaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi direktorat.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara
fungsional berada di bawah Bagian Umurn dan Barang
Milik Negara pada Sekretariat Dircktorat Jenderal dan
secara operasional bertanggung jawab kepada
direktorat.

Bagian Keecnam
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Pasal 86
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islamm mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta
evaluasi di bidang pendidikan tinggi kcagamaan Islam
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Dalam menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 86, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan

Islam menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang akademik,
ketenagaan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan,
kelembagaan dan kerma sama penclitian dan
pengabdian pada masyarakat pada pendidikan tinggi
keagamaan Islam,;
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b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
akademik, ketenagaan, sarana dan prasarana,
kemahasiswaan, kelembagaan dan kerja sama
penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada
pendidikan tinggi Keagamaan I[slam;

peningkatan Kualitas pendidikan karakter mahasiswa;

d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan
pendidikan tinggi keagamaan Islam;

¢. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang akademik, ketenagaan, sarana dan prasarana,
kemahasiswaan, Kkelembagaan dan kerja sama
penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada
pendidikan tinggi keagamaan Islam;

f. fasilitasi pelaksanaan pecnjaminan mutu pendidikan
tinggi Keagamaan Islam,;

g pemberian bimbingan tcknis dan supervisi di bidang
akademik, ketenagaan, sarana dan prasarana,
kemahasiswaan, kelemmbagaan dan kerja sama
penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada
pendidikan tinggi keagamaan [siam;

h. peclaksanaan evaluasi dan laporan di bidang akademik,
ketenagaan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan,
kelembagaan dan kerja sama penclitian dan
pengabdian pada masyarakat pada pendidikan tinggi
keagamasn [slam; dan

i. pclaksanaan administrasi direktorat.

(o]

Pasal 88
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan lslam terdiri atas:

a. Subdircktorat Pengembangan Akademik;

b. Subdircktorat Ketenagaan,;

c. Subdirektorat Sarana, Prasarana dan Kemahasiswaan;

d. Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja Sama,

e. Subdircktorat Penecliian dan Pengabdian pada
Masyarakat;

f. Subbapgian Tata Usaha; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 89

Subdircktorat Pengembangan Akademik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 huruf a mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijjakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi
penjaminan mutyu, dan evaluasi di bidang pengembangan
akademik.

Pasal ®@

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 89, Subdirektorat Pengembangan Akademik

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan
program studi, mutu akademik, dan evaluasi
akademik, serta penguatan integrasi ilmu;
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b. penyiapan beahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan program
studi, mutu akademik, dan evaluasi akademik, serta
penguatan integrasi ilmu;

c. penyiapan bahan f{asilitasi penjaminan mutu
pengembangan akademik;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pembinaan program studi, mutu
akademik, dan evaluasi akademik, serta penguatan
integrasi ilmu; dan

€. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
kidang pembinaan program studi, mutu akademil,
dan evaluasi akademik, secrta penguatan integrasi
ilmu.

Pasal 91
Subdirektorat Pengembangan Akademik terdiri  atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 92
Subdirektorat Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 88 huruf b mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan, koordinazi, dan peclaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan tcknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan
mutu, dan evaluasi di bidang ketenagaan.

Pasal 93

Dalam meclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sdalam

Pasal 92, Subdircktorat Ketenagasn menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan
dan evaluasi kelenagean, pengembangan profesi,
sertifikasi, lina dosen dan tenaga kependidikan;

b. penylapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan
evaluasi  ketenagean,  pengembangan  profesi,
scrtifikasi, bina dosen dan tenaga kependidikan;

c. penyiapan bahan fasilitasi penjaminan mutu
ketenagaan,;

d. penyapan bahan pelaksanaan bimbingan tekais dan
supervisi di bidang perencanaan dan evaluasi
ketenagaan, pengembangan prefesi, sertifikasi, bina
doscn dan tenaga kependidikan; dan

¢. penyiapan bahan pelaksanaan cvaluasi dan laporan di
bidang perencanagn dan cvaluasi kctenagaan,
pengembangan profesi, sertifikasi, bina dosen dan
tenaga kependidikan.

Pasal 94
Subdirektorat Ketenagaan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.
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Pasal 95

Subdirektorat Sarana, Prasarana dan Kemahasiswaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf ¢ mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan, Kkoordinasi,
dan pelaksanaan kebjakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan tcknis dan supervisi, fasilitasi
penjaminan  mutu, dan evaluasi di bidang sarana,
prasarana dan kemahasiswaan.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 95, BSubdirektorat Sarana, Prasarana dan

Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana dan
prasarana perguruan linggi keagamaan Islam negeri
dan swasta, pengembangan laboratorium dan
perpustakaan, serta pembinaan kemahasiswaan;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana
perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan swasta,
pengembangan laboratorium dan perpustakaan, serta
pembinaan kemahasiswaan;

¢c. penyiapan bahan fasilitasi penjaminan mutu sarana,
prasarana dan kemahasiswaan;

d. penyiapan bahan pclaksanaan bimbingan teksnis dan
supervisi di bidang sarana dan prasarana perguruan
tinggi keagamaan Islam negeri dan swasta,
pengembangan laboratorium dan perpustakaan, serta
pembinaan kemahasiswaan; dan

c. penyiapan bahan pclaksanaan cvaluasi dan laporan di
bidang sarana dan prasarana perguruan tinggi
keagamaan Islam negeri dan swasta, pengembangan
laboratorium dan perpustakaan, serta pembinaan
kemahasiswaan.

Pasal 97
Subdirektorat Sarana, Prasarana dan Kemahasiswaan
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 98

Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja Sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 huruf d mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi
penjaminan mutu, dan evaluasi di bidang kelembagaan dan
kerja sama.

Pasal 99
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 98, Subdirektorat Kelembagsan dan Kerja Sama
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penjaminan
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mutu kelembagaan, kerja sama, dan pembinaan
kelembagaan dan badan layanan umum;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang penjaminan mutu
kelembagaan, kerja sama, dan  pembinaan
kelembagaan dan badan layanan umum;

C. penyiapann bahan fasilitasi penjaminan mutu
kelembagaan dan kerja sama;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang penjaminen mutu keclembagaan,
kerja sama, dan pembinaan kelembagaan dan badan
layanan urmum; dan

¢. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang penjaminan mutu kelembagaan, kerja sama,
dan pembinaan kelembagaan dan badan layanan
umum.

Pagal 100
Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja Sarna terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 101

Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf e mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi,
dan pelaksanaan kecbijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi
penjaminan mutu, dan evaluasi di bidang penelitian dan
pengabdian pada masyarakat.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 101, Subdirektorat Penclitian dan Pengabdian pada

Masyarakat menyclenggatrakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kcbijakan tcknis di bidang penelitian,
publikasi ilmiah, pengabdian pada masyarakat, dan
pengelolaan hak atas kekayaan intelektual serta
pencrapan hasil riset;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang penelitian, publikasi
ilmiah, pengabdian pada masyarakat, dan pengelolaan
hak atas kelsyaan intclektual serta penerapan hasil
riset;

c. penyiapan bahan fasilitast penjaminan mutu
penelitian dan pengabdian. pada masyarakat;

d. penyiapan bahan pclaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang penelitian, publikasi ilmiah,
pengabdian pada masyarakat, dan pengelolaan hak
atas kekayaan intelektual serta pencrapan hasil riset;
dan

c. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian
pada masyarakat, dan pengelolaan hak atas kekayaan
intelektual serta penerapan hasil riset.
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Pasal 103
Subdirektorat Penclitian dan Pengabdian pada Masyarakat
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 104

{1) Subbagian Tata Usaha scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 88 huruf [ mecmpunyai tugas melakukan
pclayanan urusan persuratan, perencanaan,
kepegaswaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi direktorat.

{2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
avat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan
secara opecrasional bertanggung jawab kepada
direktorat.

Bagian Ketujuh
Direktorat Pendidikan Agama Islam

Pasal 105

Direktorat Pendidikan Agama Islam mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, fasilitasi
pelaksanaan penjaminan mutu, dan pengawasan
Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah
Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), Sekolah
Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
(SMP/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Mcnengah
Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sckolah Menengah Kejuruan
(SMK), serta perguruan tinggi umum sesual dengan
ketentuan pecraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 105, Direktorat Pendidikan Agama Islam

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta
didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan kerja
sama pendidikan agama Islam;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum, peserta didik, sarana dan prassrana,
pendanaan, dan kerja sama pendidikan agama Islam;

¢. peningkatan kualitas pendidikan agama Islam yang
berkarakter peserta didik;

d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan
pendidikan agama Islam;

e. fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan
agama [slam,;

f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang kurikulum, pecserta didik, sarana dan
prasarana, pendanaan, dan Kerja sama pendidikan
agama lslam;
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g pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana,
pendanaan, dan kerja sama pendidikan agama Islam;

h. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang
kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana,
pendanaan, dan kerja sama pendidikan agama Islam;
dan

i. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 107
Dircktorat Pendidikan Agama Islam terdiri atas:
a. Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada PAUD

dan TK;

b. Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada
SD/SDLB;

c. Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada
SMP/SMPLB;

d. Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada
SMA/SMALB/SMK;

¢. Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada
Perguruan Tinggi Umum;

Subbagian Tata Usaha; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

—

Pasal 108

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada PAUD dan TK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan,
koordinasi, dan pclaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan
supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, dan cvaluasi di
bidang PAI pada PAUD dan TK.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 108, Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada

PAUD dan TK menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum
dan evaluasi, ketenagaan, dan pembinaan keagamaan
siswa PAI pada PAUD dan TK;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum dan
evaluasi, ketenagaan, dan pembinaan keagamaan
siswa PAl pada PAUD dan TK;

¢. penyiapan bahan fasilitasi penjaminan mutu PAI pada
PAUB dan TK;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kurikulum dan evaluasi,
ketenagaan, dan pembinaan keagamaan siswa PAl
pada FAUD dan TK; dan

e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kurikulum dan ecvaluasi, ketenagaan, dan
pembinaan keagamaan siswa PAl pada PAUD dan TK.
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Pasal 110
Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada PAUD dan TK
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasai 111

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada SD/SDLB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b
mempunyai tugas melaksanalkan penyiapan perumusan,
koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norina, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan
supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, dan evaluasi di
bidang PAl pada SD/SDLB.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 111, Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada

SD/SDLB menyclenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikuluni
dan evaluasi, ketenagaan, dan pembinaan keagamaan
siswa PAIl pada SD/SDLB;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria dt bidang kurikulum dan
cvaluasi, ketenagaan, dan pembinaan keagamaan
asiswa PAl pada SD/SDLB;

c. penyiapan bahan fasilitasi penjaminan mutu PAI pada
SD/SDLB;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kurikulum dan evaluasi,
ketenagaan, dan pembinaan kecagamaan siswa PAl
pada SD/SDLB; dan

¢. penylapan kahan pclaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kurikulum dan evaluasi, ketenagaan, dan
pembinaan keagamaan siswa PAl pada SD/SDLB.

Pasal 113
Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada SD/SDLB
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 114

Subdirektorat Mendidikan Agama Islam pada SMP/SMPLB
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan,
keordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan
supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, dan evaluasi di
bidang PAI pada SMP/SMPLB.

Pasal 115

Balam melaksanalcan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 114, Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada

SMP/SMPLB menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum
dan evaluasi, kctenagaan, dan pembinaan keagamaan
siswa pendidikan agama Islam pada SMP/SMPLB,
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b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum dan
evaluasi, ketenagaan, dan pembinaan keagamaan
siswapendidikan agama Islam pada SMP/SMPLB;

c. penylapan bahan fasilitasi penjaminan mutu
pendidikan agama Islam pada SMP/SMPLB;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kurikulum dan evaluasi,
kctenagaan, dan pembinaan keagamaan siswa
pendidikan agama Islam pada SMP/SMPLB; dan

e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kurikulum dan evaluasi, ketenagaan, dan
pembinaan keagamaan siswa pendidikan agama [slam
pada SMP/SMPLB.

Pasal 116
Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada SMP/SMPLB
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 117

Subdirektorat Pendidikan Agama islam pada
SMA/SMALB/SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
107 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, dan
evaluasi di bidang PAl pada SMA/SMALB/SMK.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pagal 117, Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada

SMA/SMALB/SMK mecnyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pclaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum
dan evaluasi, sarana prasarana, ketenagaan, dan
kesiswaan PA] pada SMA /SMALB/SMK;

b. pcnyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum dan
evaluasi, ketenagaan, dan pembinaan kc¢agamaan
siswa PAI pada SMA/SMALB /SMK;

¢. penyiapan bahan fasilitasi pcnjaminan mutu PAI pada
SMA/SMALB/SMK:;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan tcknis dan
supervisi di bidang kurikulum dan evaluasi,
ketenagaan, dan pembinaan kecagamaan siswa PAl
pada SMA/SMALB/SMK; dan

e. pecnyiapan bahan pclaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kurikulum dan evaluasi, ketenagaan, dan
pembinaan keagamaan siswa PAI pada
SMA/SMALB/SMK.

Pasal 119
Subdirektorat Pendidilcan Agama Islam SMA/SMALB/SMK
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 120

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Perguruan
Tinggi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107
huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan nerma, standar, prosedur, kritcria, bimbingan
teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, dan
evaluasi PAl pada pada perguruan tinggi umum.

Pasal 12}

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 120, Sulxlirekterat Pendidikan Agama [slam pada

Perguruan Tinggi Umum menyclenggarakan fungsi:

a. penytapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pclaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum
dan evaluasi, ketenagaan, dan pembinaan keagamaan
mahasiswa. PA]l pada Perguruan Tinggi Umum;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang kurndculum dan
evaluasi, ketenagaan, dan pembinaan keagamaan
mahasiswa PAl pada Perguruan Tinggi Umum,;

c. penyiapan bahan fasilitasi penjaminan mutu PAI pada
Perguruan Tinggi Umum;

d. penyiapan bahan peclaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di  bidang kurikulum dan evaluasi,
ketenagaan, dan pembinaan keagamaan mahasiswa
PPAl pada Perguruan Tinggi Umum; dan

c. pecnyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kurikulum dan evaluasi, kctenagaen, dan
pcembinaan keagamaan siswa PAl pada Perguruan
Tinggi Umum.

Pasal 122
Subdirektorat Pendidikan Agama I[slam pada Perguruan
Tinggi Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 123

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 107 huruf { melakukan
pelayanan urusan persuratan, perencanaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi direktorat.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
avat (1), dalam melaksanakan tugasnya sccara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sekretariat Dircktorat Jenderal dan
sccara opcrasional bertanggung jawab kepada
dircktorat.

Bagian Kedelapan
Dircktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Pagal 124
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
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pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis,
evaluasi, dan pengawasan pendidikan diniyah dan pendok

pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 125

Palasn mclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 124, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok

Pesantren menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang kurikulum,
ketenagaan, kesantrian, sarana dan prasarana,
kelembagaan dan kerja sama pendidikan diniyah dan
pondek pesantren;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum, ketenagaan, kesantrian, sarana dan
prasarana, kelembagaan dan kerja sama pendidikan
diniyah dan pondok pesantren;

c. peningkatan kualitas pendidikan karakter santri
pendidikan diniyah dan pondok pesantren;

d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan
pendidikan diniyah dan pondok pesantren;

€. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang kurikulum, ketenagaan, kesantrian, sarana
dan prasarana, kelembagaan dan kerja sama
pendidikan diniyah dan pondok pesantren;

f. pemberian bimbingan tcknis dan supervisi di bidang
kurikulum, ketenagaan, kesantrian, sarana dan
prasarana, kelembagaan dan kerja sama pendidikan
diniyah dan pondok pesantren;

g pclaksanaan evaluasi dan laporan di bidang
kurikulum, ketenagaan, kesantrian, sarana dan
prasarana, kelembagaan dan kerja sama pendidikan
diniyah dan pondok pesantren; dan

h. peclaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 126
Susunan organisasi Direktorat Pendidikan Diniyah dan
Pondok Pesantren terdiri atas:
a. Subdirektorat Pendidikan Madrasah Diniyah
Taloniliyah,;
Subdirektorat Pendidikan Diniyah dan Mahad Aly;
Subdirekterat Pendidikan Kesctaraan;
Subdirektorat Pendidikan Pesantren;
Subdirektorat Pendidikan Alquran;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

mroAn o

Pasal 127

Subdirektorat Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a
mempunyai tugas melaksanakan penyidpan perumusan,
koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan tcknis dan
supervisi, dan evaluasi pendidikan madrasah dinivah
takamiliyah.
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Pasal 128

Dalain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 127, Subdirektorat Pendidikan Madrasah Diniyah

Takmiliyah menyelenggarakan fungsi:

a, penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pclaksanaan kebijakan tcknis di bidang kurikulum,
ketenagaan, sarana prasarana, kelembagaan, kerja
sama, dan kesantrian pendidikan madrasah diniyah
takmiliyah;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan  kriteria di bidang kurikulum,
ketenagaan, sarana prasarana, kclembagaan, kerja
sama, dan kesantran pendidikan madrasah diniyah
takmiliyah;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kurikulum, ketenegaan, sarana
prasarana, kelembagaan, kerja sama, dan kesantrian
pendidikan madrasah diniyah takmniliyah; dan

d. petnyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kurikulum, ketemagaan, sarana prasarana,
kelembagaan, kerja sama, dan kesantrian pendidikan
madrasah dinivah takmiliyah.

Pasal 129
Subdirektorat Pendidikan Madrasah Dinlyah Takmiliyah
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 130

Suhdirektorat Pendidikan Diniyah dan Mahad Aly
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan,
koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan
supervisi, dan evaluasi di bidang pcndidikan diniyah dan
Mahad Aly.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 139, Subdircktorat Pcndidikan Diniyah dan Mahad

Aly menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koerdinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum,
ketenagaan, sarana prasarana, kelembagaan dan kerja
sama, serta kesantrian pendidikan diniyah dan Mahad
Aly;

b. penyiapan hahan penyusunan norma, standar,
proscdur, dan  kriteria di  bidang kunkulum,
ketenagaan, sarana prasarana, kelembagaan dan kerja
sama, serta kesantrian pendidikan diniyah dan Mahad
Aly;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kurikulum, ketenagaan, sarana
prasarana, kelembagaan dan kecrja sama, scrta
kesantrian pendidikan diniyah dan Mahad Aly; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laperan di
bidang kurikulum, ketenagaan, sarana praserana,

{



- 34 -

kelembagaan dan kerja sama, serta kesantrian
pendidikan diniyah dan Mahad Aly.

Pasal 132
Subdircktorat Pendidikan Diniyah dan Mahad Aly terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 133
Subdirektorat Pendidikan Kesctaraan  sebagaimeana
dimaksud dalam Pasal 126 huruf ¢ mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan
¢evaluasi di bidang pendidikan kesetaraan.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 133, Subdirektorat Pendidikan Kese#araan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koerdinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum,
ketenagaan, sarana prasarana, kclembagaan, kerja
sama, dan kesantrian pendidikan kesetaraan,;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan  kriteria di bidang kurikulum,
ketenagaan, sarana prasarana, kelembagaan, kerjm
sama, dan kesantrian pendidikan kesetaraan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kurikulum, ketenagaan, sarana
prasarana, kelembagaan, kerja sama, dan kesantrian
pendidikan kesetaraan; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kurikulum, Kke¢tenagaan, sarana prasarana,
kelembagaan, kerja sama, dan kesantrian pendidikan
kesetaraan.

Pasal 1335
Subdirektorat Pendidikan Kesctaraan terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 136
Subdirektorat  Pendidikan Pesantren sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 126 hurul d mempunyai tugas
melaksanaken penyiapan perumusan, koordinasi, dan
pclaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, krileria, bimbingan tcknis dan supervisi, dan
evaluasi di bidang pendidikan pesantren.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 136, Subdirektorat Pendidikan Pesantren

menyelenggarakan furgsi:

4. pcnylapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pclaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum,
ketenagaan, sarana prasarana, kelembagaan dan kerja
sama, serta kesantrian pendidikan pesantren;
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b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum,
ketenagaan, sarana prasarana, kelembagaan dan kerja
sama, serta kesantrian pendidikan pesantren,

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kurikulum, ketenagaan, sarana
prasarana, kelembagaan dan kerja sama, serta
kesantrian pendidikan pesantren; dan

d. penyiapan bahan pclaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kurikulum, ketenagaan, sarana prasarana,
kclembagaan dan kerja sama, serta kesantrian
pendidikan pesantren.

Pasal 138
Subdircktorat Pendidikan Pesantren terdiri atas Kclompok,
Jabatan Fungsional.

Pasal 139
Subdirektorat Pendidikan Alquran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 126 huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, Kkriteria,
bimbingan teknis dan supervisi, dan ¢valuasi di bidang
pendidikan Alquran.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 139, Subdirektorat Pendidikan Alguran

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kcbijakan teknis di bidang kurikulum,
ketenagaan, sarana, prasarana, kelembagaan dan
kerja sama, serta kesantrian pendidikan Alquran;

b. penylapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum,
ketenagaan, sarana, prasarana, kelembagaan dan
kerja sama, scrta kesantrian pendidikan Alquran;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kurikulum, ketenagaan, sarana,
prasarana, kelembagaan dan kerja sama, serta
kesantrian pendidikan Alquran; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan cvaluasi dan laporan di
bidang kurikulum, ketenagaan, sarana, prasatana,
kelembagaan dan kerja sama, serta kesantrian
pendidikan Alquran.

Pasal 141
Subdirektorat Pendidikan Alquran terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 142
(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 126 huruf f mempunyai tugas melakukan
pelayanan urusan persuratan, perencanaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangun, barang
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milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dekumentasi direktorat.

(2} Subbagian Tata Usaha scbagsimana dimaksud pada
ayat (1), dalam melaksanakan fugasnya secara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sckretariat Direktorat Jenderal dan
sccara operasional bertanggung jawab kepada
dircktorat,

BAB V
DIREKTORAT JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 143
(1) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri.
{2) Dircktorat Jenderal Penyclenggaraan Haji dan Umrah
dipimpin eleh Direktur Jenderal

Pasal 144
Dircktorat Jenderal Penyclenggaraan Haji dan Umrah
mempunyal tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelakvanaan kebijakan di bidang penyeclenggaraan hajt dan
umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 145

Dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 144, Direktorat Jenderal Penyclenggaraan Haji dan

Umriah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan haji dan
ummah, pelayanan haji, dan pengelolaan dana haji,
serta akreditasi penyelenmgara ibadah haji khusus dan
umnrah;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan haji dan
umrah dan pelayanan haji, serta akreditasi
penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah;

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
penyelenggatraan haji dan umrah;

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang penyelenggaraan haji dan umrah;

e. pelaksanaan  administrasi Direktorat Jendcral
Penyelenggaraan Haji dan Umrah; dan

f.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 146
Susunan erganisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan
Haji dan Umrah terdiri atas:
a. Sekrctariat Birektorat Jenderal;
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Dircktorat Bina Haji;

Dircktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri;
Dircktorat Pelayanan Haji Luar Negery;
Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus; dan
Direktorat Pengelolaan Dana Hayji.

mp a0 o

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Pasal 147
Sekretariat Direktorat Jenderal Penyclenggaraan Haji dan
Umrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf a
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 147, Sekretariat Direktorat Jenderal Penyc¢lenggaraan

Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program,
kegiatan dan anggaran;

b. koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana,
program, kegiatan, dan anggaran;

c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik

negara;

pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;

pengelolaan administrasi kepegawaian dan bina

pengembangan karir pegawai;

f.  koordinasi dan pelaksanaan kerja sama bidang
bimbingan masyarakat Islam;

g. penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan dan advokasi hukum;

h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;

i. koordinasi dan pelaksanaan publikasi dan hubungan

oo

masyarakat;
i- pengelolaan barang milik negara;
k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan

kerumahtanggaan, dan
l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 149
Susunan organisasi Sckretariat Dircktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri atas:
a. Begian Umum dan Barang Milik Negara; dan
b. Kelompok .JJabatan Fungsional.

Pasal 150
Bagian Umum dan Barang Milik Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 149 huruf a mempunyai tugas
melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan,
perlengkapan, pemanfaatan, dan pemeliharaan barang
railik negara pada direktorat jenderal.
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Pasal 151
Dalam meclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 150, Bagian Umum dan Barang Milik Negara
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan,;
c. penyiapan bahan pengelolaan perlengkapan dan
pelaksanaan urusan perlengkapan; dan
d. penyiapan bashan pemanfaatan dan pemeliharaan
barang milik negara.

Pasal 152
Bagian Umum dan Barang Milik Negara terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Baglan Keempat
Dircktorat Bina Haji

Pasal 153
Direktorat Bina Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal
146 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan
teknis, dan evaluasi, serta pcngawasan di bidang bina haji
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

Dalam meclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 153, Dircktorat Bina Haji menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan materi
bimbingan dan pembinaan kelompok bimbingan;

b. koordinasi dan pelaksanaan Kebijakan di bidang
pengembangan materi bimbingan dan pembinaan
kelompok bimbingan;

c. peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan
materi bimbingan dan pembinaan  kelompok
bimbingan,

d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan
pengembangan materi bimbingan dan pembinaan
kelompok bimbingan;

€. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kritena di
bidang pengembangan materi bimbingan dan
pembinaan kelompok bimbingan;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengembangan materi bimbingan dan pembinaan
kelompok bimbingan;

g. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang
pengembangan materi bimbingan dan pembinaan
kelompok bimbingan; dan

h. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 155
Susunan organisasi Direktorat Pembinaan Haji terdiri atas:
a. Subdirektorat Bimbingan Jemaah Haji;
b. Subdircktorat Bina Petugas Haji;
c. Subdirektorat Advokasi Haji;
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d. Subbagian Tata Usaha; dan
¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 156
Subdircktorat Bimbingan Jemaah Haji scbagmimana
dimaksud dalam Pasal 155 hurul a mempunyai tugas
mclaksanakan penyiapan pecrumusan dan pclaksanaan
kebijakan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang
bimbingan jemazah haji.

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas schagaimana ditnaksud dalam

Pasal 156, Subdirektorat Bimbingan Jemaah Haji

memnyclenggarakan fungsi:

a. penylapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pclaksanaan kebijakan teknis di bidang bimbingan
jemaah haji;

b. penylapan bahan penvusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, di bidang bimbingan jemaah
haji;

¢. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supcrvisi di bidang bimbingan jemaah haji; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang bimbingan jemaah haji.

Pasal 158
Subdircktorat Bimbingan Jemash Haji terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 159
Subdirektorat Bina Petugas Haji scbagmimana dimaksud
dalam Pagal 155 huruf b mempunyai tugas mclaksanakan
penylapan  perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, proscdur, kriteria, bimbingan
tcknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina petugas haji.

Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 159, Subdirektaorat Bina Petugas Haji

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koerdinasi, dan
pelaksanaan kebijakan tekmis di bidang bina petugas
haji;

b. penyiapan bshan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang bina petugas haji;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang bina petugas haji; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laperan di
bidang bina petugas haji.

Pasal 161
Subdirekterat Bina Petugas Haji terdiri atas Kelompok
Jamatan Fungsional.
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Pasal 162
Subdirektorat Advokasi Haji scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 155 huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis, evaluasi, dan pclaporan di bidang advokasi haji
reguler.

Pasal 163

Dalam meclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 162, Subdircktorat Advokasi Haji menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan tcknis di bidang pemetaan
masalah haji reguler;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang advokasi haji reguler;

¢. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan tcknis dan
supervisi di bidang advokasi haji reguler; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang advokasi haji reguler.

Pasal 164
Subdircktorat Advokasi Haji terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Pasal 165

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 155 huruf d mempunyai tugas melakukan
pelayanan urusan persuratan, percncanaan,
kepegawaian, kectatalaksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi dircktorat.

(2) Subbagian Tata Usaha scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan

secara operasional bertanggung jawab kepada
dircktorat.

Bagian Kelima
Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri

Pasal 166
Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 146 huruf c¢ mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan Kkebijakan,
standardisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi, serta
pengawasan di bidang pelayanan haji di dalam negeri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 167
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 166, Dircktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri
menyelenggarakan fungsi:
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a. perumusan kebijakan di bidang peclayanan haji dalam
fiegeri;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pelayanan haji dalam negeri;

¢. peningkatan kualitas pelayanan haji dalam negeri;

d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan
pelayanan haji dalam negeri;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pelayanan haji dalam negeri,

f. pemberian bimbingan telmis dan supervisi di bidang
pelayanan haji dalam negeri;

g pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pelayanan
haji dalam negeri; dan

h. pelaksanaan administrasi dircktorat,

Pasual 168
Susunan organisasi Direktorat Pelayanan Haji Dalam
Negeri terdiri atas:
a. Subdircktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji
Reguler;
b. Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji
Reguler;
¢. Subdirektorat Asrama Haji;
d. Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan Jemaah
Haji Reguler;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

™o

Pasal 169

Subdireckterat Pendafiaran dan Pembatalan Haji Reguler
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf a
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, kriteria, bimbingan tekmis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang di bidang pendaftaran dan pembatalan
haj reguler.

Pagal 170

Balam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 169, Subdirektorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji

Reguler menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumuszan, koordinasi, dan
pelaksansan kebijakan teknis di bidang pendaftaran
dan pembatalan haji reguler;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan
pembatalan haji reguler;,

¢. penyiapan bahan pelaksanaan bhimbingan tcknis dan
supervisi di bidang pendaftaran dan pembatalan haji
reguler; dan

d. penviapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pendaftaran dan pembatalan haji reguler.

Pasal 171
Subdircktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
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Pasal 172

Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf b
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prasedur, kriteria, bimbingan teknis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang di bidang dokumen, pemvisaan, dan
perlengkapan haji reguler.

Pasal 173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana. dimaksud dalam

Pasal 172, Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji

Reguler menyelenggarakan fungsi

4. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dokumen dan
perlengkapan haji reguler;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang dokumen dan
perlengkapan haji reguler;

¢. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang dokumen dan perlengkapan haji
reguler; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan cvaluasi dan laporan di
bidang dokumen dan perlengkapan haji reguler.

Pazal 174
Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 175
Subdirektorat Asrama Haji sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 168 huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijjakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan
asrama haji.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 175, BSubdircktorat Pelayanan Asrama Haji

menyeclenggarakan fungsi:

a. penyiapan bshan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang asrama hajl;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
presedur, dan kritetia di bidang asrama haji;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang astama haji; dan

d. penyiapan bahan pclaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang asrama haji.

Pazal 177

Subdirektorat Asrama Haji terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.
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Pasal 178
Suhdirektorat Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji
Reguler sebagaimana diinaksud dalam Pasal 168 huruf d
mempunyai tugas meclaksanakan penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, Kkriteria, bimbingan teknis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang transportasi udara, transportasi darat
dan laut dalam negeri, kerjasama keschatan, dan
perlindungan jemaah haji reguler.

Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 178, Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan

Jemaah Haji Reguler menyclenggarakan fungsi:

a. penyiapan baban perumusan, koordinasi, dan
pclaksanaan kebijakan teknis di bidang transportasi
dan perlindungan jemaah haji reguler;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang transportasi dan
perlindungan jemaah haji reguler;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang transportasi dan perlindungan
jemaah haji reguler; dan

d. penyiapan bahan pclaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang transportasi dan perlindungan jemaah haji
reguler.

Pasal 180
Subdircktorat Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haiji
Reguler terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsionat.

Pasal 181

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 168 huruf e mempunyai tugas melakukan
peclayanan urusan persuratan, perencanaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi direktorat.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya sccara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sckretariat Dircktorat Jenderal dan
secara operasional bertanggung jawab  kepada
direktorat.

Bagian Keenam
Direkiorat Pelayanan Haji Luar Negeri

Pasal 182
Dircktorat Pelayanan Haji Luar Negeri scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 146 huruf d mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
standardisasi, bimbingan tecknis, dan evaluasi, serta
pengawasan di bidang pelayanan haji luar negeri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 182, Direktorat Pelayanan Haji Luar Negen

menye¢lenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan haji luar
neger,

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pclayanan haji luar negert,

c. peningkatan kualitas pelayanan haji luar neger;

d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan
pelayanan haji luar negeri;

€. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pelayanan haji luar negeri;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
p¢layenan haji luar negeri;

g. pelaksanaan evahiasi dan laporan di bidang pelayanan
haji luar negeri; dan

h. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 184
Susunan @rganisasi Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri
terdiri atas:
Subdirektorat Akomodasi Haji;
Subdirekterat Katering Haji;
Subdirektorat Transportasi Hajj;
Subdircktorat Fasilitasi Komisi Pengawas Haiji
Indonesia;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

o oD
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Pasal 185
Subdirektorat Akomodasi Haji scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 184 huruf a mempunyal tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
tcknts, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan
akemodasi haji di luar negeri.

Pasal 186
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1835, Subdirektorat ARomodasi Haji

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang akomodasi
haji;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang akomodasi hayj;

¢. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang akomodasi haji; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laperan di
bidang akomodasi haji.

Pasal 187
Subdirektorat Akomodasi Haji terdin atas Kelompok
Jabatan Fungsional.
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Pasal 188
Subdirektorat Katering Haji sebagaimana dimaksud datam
Pasal 184 huruf b mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan

telnis, cvaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan
katering haji di luar negeri.

Pagal 189

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 188, Subdirektorat Katering Haji menyclenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang akomodasi
haji;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang akemodasi haji;

c. penyiapan bahan pelalktsanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang akomodasi haji; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang akomodasi haji.

Pasal 190
Subdirektorat Katering Haji terdiri atas Kelompek Jabatan
Fungsional.

Pasal 191
Subdirektorat Transportasi Haji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 184 huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan  perumusan dan  pclaksanaan  kebijakan,
penyusunan norma, standar, proscdur, kriteria, bitnbingan
{eknis, cvaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan
transportasi dan keschatan haji di luar negeri.

Pasal 192
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasga] 121, Subdirektorat Transportasi Haji
menyelengrarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang transportasi
haji;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang transportasi haji;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan tcknis dan
supervisi di bidang transportasi haji; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang transportasi haji.

Pasal 193
Subdirektorat Transportasi Haji terdiri atas Kelompek
Jabatan Fungsional.

Pasal 194
Subdirektorat Fasilitasi Komisi Pengawas Haji Indonesia
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf d
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
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dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis, evaluasi, dan
pclaporan di bidang fasilitasi administratif dan teknis
kepada Komisi Pengawas Heji Indonesia.

Pasal 195

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 194, Subdircktorat Fasilitasi Komisi Pengawas Haji

Indoncsia menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana,
program, anggaran, kepegawaian, ketatausahaan, dan
kerumahtanggaan kegiatan Komisi Pengawas Haji
Indonesia.

b. penyiapan bahan fasilitasi pencrimaan masukan dan
saran masyarakat tcntang pcnyelenggaraan ibadah
haji, serta pengelolaan informasi dan komunikasi
pengawasan operasional haji, dan

c. penyiapan bahan analisis dan penyusunan laporan
pelaksanaan tugas Komisi Pengawas Haji Indonesia.

Pasal 196
Subdircktorat Fasilitasi Komisi Pengawas Haji Indonesia
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 197

(1) Subbagian Tata Usaha scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 184 huruf e mempunyai tugas melakukan
pclayanan urusan persuratan, perencanaan,
kepcgawaian, kctatalaksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi direktorat.

(2) Subbagian Tata Usaha se¢bagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan
secara operasional bertanggung jawab kepada
direktorat.

Bagian Ketujuh
Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus

Pasal 198

Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 146 huruf e mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang umrah dan haji khusus, akreditasi penyelenggara
ibadah haji khusus dan umrah, pemberian bimbingan
teknis, supervisi, pemantauan, ¢valuasi, pengawasan,
pengendalian, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan
umrah dan haji khusus sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 199
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasat 198, Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus
menyelenggarakan fungsi:
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a. penyiapan perumusan dan pclaksanaan kebijalsan di
bidang ibadah umrah;

b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang ibadah haji khusus;

c. penyiapan rumusan perizinan dan akreditasi
penyelenggara ibadah umrakh;

d. penyiapan rumusan perizinan dan akreditasi
penyclenggara ibadah haji khusus;

e. pecnyiapan bimbingan tekmis, supervisi, dan
penyulubhan penyelenggaraan ibadah umrah;

f. penyiapan bimbingan teknis, supervisi, dan
penyuluhan penyclenggaraan ibadah haji khusus;

g. penyiapan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
di bidang penyelenggaraan ibadah umrah;

h. penyiapan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
di bidang penyclenggaraan haji khusus;

i. pemantauan, cvaluasi, dan pelaporan di bidang
penyclenggaraan ibadah umrah;

j. pemantauan, evaluasi, dan pclaporan di bidang
penyelenggaraan ibadah haji khusus; dan

k. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 200

Susunan Organisasi Direktorat Bina Umrah dan Haji

Khusus terdiri atas:

a. Subdirektorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina
Penyclenggara Perjalanan lbadah Umrah;

b. Subdircktorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus;

¢. Subdirektorat Pemantauan dan Pengawasan [badah
Umrah dan [badah Haji Khusus;

d. Subbagian Tata Usaha; dan

e. Kclompok Jabatan Fungsional.

Pasal 201

Subdircktorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina
Penyelenggara Perjalanan lbadah Umrah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 200 huruf a mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijjakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang
perizinan, akreditasi, dan bina penyelenggara perjalanan
ibadah umrah serta penyuluhan penyelenggaraan ibadah
umrah,

Pasal 202
Dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 201, Subdirektorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina
Penyclenggara Perjalanan Ibadah Umrah
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang penyelenggaraan ibadah umrah;
b. penyiapan bahan rumusan perizinan dan akreditasi di
bidang penyelenggaraan ibadah umrah;
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c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan
ibadah umrah;

d. penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan
penyuluhan di bidang penyelengraraan ibadah umrah;

e. penyiapan bahan pclaksanaan pengawasan dan
pengendalian di bidang penyeclenggaraan ibadah
umrah; dan

f. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang penyelenggaraan ibadah umrah.

Pasal 203
Subdirektotat Perizinan, Akreditasi, dan Bina
Pcnyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 204
Subdirektorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 200 huruf b mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan peclaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan,
akreditasi, pendaftaran dan pembatalan, dokumen dan
perlengkapan ibadah haji khusus.

Pasal 205

Dalam meclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 204, Subdirektorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus menye¢lenggarakan

fungsi:

a. penyiapen bahan pcerumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pcnyelenggaraan ibadah haji
khusus;

b. penyiapan bahan rumusean perizinan dan akreditasi di
bidang penyelengraraan ibadah haji khusus;

c. pecnyiapan bahan penyusunan nomma, standar,
prosedur, dan kritcria di bidang penyelenggaraan
ibadah haji khusus;

d. penyiapan bahan bimbingan tcknis, supervisi, dan
penyuluhan di bidang penyclenggaraan ibadah haji
khusus; dan

e. penyiapan bahan peclaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang penyelenggaraan ibadah haji khusus.

Pasal 206
Subdirektorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional

Pasal 207
Subdircktorat Pemantauan dan Pengawasan lbadah Umrah
dan Ibadah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 200 huruf ¢ mempunyai tuges melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan
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bimbingan teknis, supervisi, serta e¢valuasi di bidang
pemantauan dan pengawasan ibadah umrah dan ibadah
haji khusus.

Pasal 208

Dalam meclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 207, Subdirecktorat Pemantauan dan Pengawasan

Ibadah Umrah dan Ibadah Haji Khusus menyelenggarakan

fungsi:

a. penyilapan bahan perumusan, Kkoordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemantauan
dan pengawasan ibadah umrah dan ibadah haji
khusus;

b. pecnyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan dan
pengawasan ibadah umrah dan ibadah haji khusus;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pemantauan dan pengawasan
ibadah umrah dan ibadah haji khusus; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laperan di
bidang pemantauan dan pecngawasan ibadah umrah
dan ibadah haji khusus.

Pasal 209
Subdircktorat Pemantauan dan Pengawasan ibadah Umrah
dan ibadah Haji Khusus terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Pasal 210

(1) Subbagian Tata Usaha scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 200 huruf d mempunyai tugas melakukan
melakukan pclayanan urusan persuratan,
perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan,
keuangan, barang milik negara, kerumahtanggaan,
kearsipan, data, dan dokumentasi direktorat.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (l), dalam melaksanakan tugasnya secara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan

secara operasional bertanggung jawab kepada
direktorat.

Bagian Kedelapan
Direktorat Pengeclolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji
Terpadu

Pasal 211
Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji
Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf f
mempunyal tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan tcknis,
dan evaluasi, serta pcngawasan di bidang pengelolaan dana
haji termasuk dana abadi umat dan sistern informasi haji

terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 211, Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan Sistem

Informasi Haji Terpadu menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dana haji
dan sistem informasi haji terpadu;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengelolaan dana haji dan sistem informasi haji
terpadu;

c. peningkatan kualitas pengelolaan dana haji dan sistem
informasi haji terpadu;

d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan
pengelolaan dana haji dan sistem informast haji
terpadu;

e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pengelolaan dana haji dan sistemn informasi
haji terpadu;

{. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengelolaan dana haji dan sistem informasi haji
terpadu;

g. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang
pengelolaan dana haji dan sistem informasi haji
terpadu; dan

h. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 213
Susunan organisasi Direklorat Pengelolaan Dana Hgji dan
Sistemn Informasi Haji Terpadu terdiri atas:
a. Subdirektorat Perencanaan Anggaran Operasional dan
Pengelolaan Asct Haji;
b. Subdirektorat Pengelolaan Keuangan Opcrasional Haji;
¢. Subdirektorat Data dan Sisterm Informasi Haji
Terpadu;

d. Subbagian Tata Usaha; dan
e. Kclompok Jabatan Fungsional.

Pasal 214

Subdirektorat Perencanaan Anggaran Operasional Haji dan
Pengelolaan Aset Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal
213 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pcnyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis,
evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran
operasional haji dan pengelolaan aset haji.

Pasal 215
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 214, Subdirektorat Perencanaan Anggaran
Operasional Haji dan  Pengelolaan  Aset  Haji
menyelenggarakan fungsi:
a. penyilapan bahan pecrumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan Kkebijakan teknis di bidang perencanaan
anggaran operasional haji dan pengelolaan aset haji;
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b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pcrencanaan
anggaran operasional haji dan pengelolaan aset haji;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang perencanaan anggaran operasional
haji dan pengelolaan aset haji; dan

d. penyiapan bahan pclaksanaan cvaluasi dan laporan di
bidang perencanaan anggaran operasional haji dan
pengclolaan aset haji.

Pasal 216
Subdirektorat Perencanaan Anggaran Operasional Haji dan
Pengelolaan Aset Haji terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Pasal 217
Subdircktorat Pengelolaan Keuangan Operasional Haji
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 213 huruf b
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebjjakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan tcknis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pengelolaan keuangan operasional haji.

Pasal 218

Dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 217, Subdirektorat Pengelolaan Keuangan

Operasional Haji menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pclaksanaan
kebijakan di bidang pengelolaan keuangan operasional
haiji;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan knteria di bidang pengelolaan keuangan
opcrasional haji;

¢. penyiapan bahan peclaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengelolaan keuangan eperasional
haji yang meliputi perbendaharaan operasional haji,
verifikasi, dan akuntansi dan pelaporan pelaksanaan;
dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pengelolaan keuangan operasional haji.

Pasal 219
Subdirektorat Pecngelolaan Keuangan Operasional Haji
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 220
Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 huruf c
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis, evaluasi, dan
pclaporan di bidang data dan sistem informasi haji terpadu.

Pasal 221
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 220, Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Haji
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Terpadu menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan tcknis di bidang data dan
sistern informasi haji terpadu;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, 8tandar,
prosedur, dan kriteria di bidang data dan sistem
informasi haji terpadu;

¢. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang data dan sistem informasi haji
terpadu; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan cvaluasi dan laporan di
bidang data dan sistem informasi haji terpadu.

Pasal 222
Subdirektorat Data dan Sistern Informasi Haji Terpadu
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 223

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 213 bhuruf d mempunyai tugas melakukan
pelayanan urusan persuratan, perencanaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi direktorat.

(2} Subbagian Tata Usaha sebagaitmana dimaksud pada
ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sckretariat Direktorat Jenderal dan
secara operasional bertanggung jawab kepada

direktorat.
BAB VI
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
ISLAM

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 224
(1) Direktorat Jendcral Bimbingan Masyarakat Islam
merupakan unsur pelaksana yang werada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri,
(2) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
dipimpin oleh Dircktur Jenderal.

Pasal 225
Direktrat Jenderal Bimbingan Masyarakat I[slam
mempunyail tugas menyelenggarakan perumusan dan
pclaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat
Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 226
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 225, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
[slam menyelenggarakan fungsi:
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a. perummusan kebijakan di  bidang bimbingan
masyarakat Islam;

b. pelaksanaan program bimbingan masyarakat Islam
vang meliputi urusan agama Islam dan pembinaan
syari’ah, bina kantor urusan agama dan keluarga
sakinah, pencrangan agama Islam, pemberdayaan
zakat, dan pcmberdayaan wakaf.

¢. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang bimbingan masyarakat Islam;

d. pelaksanaan pemberian bimbingan tcknis dan evaluasi
di bidang bimbingan masyarakat Islam; dan

e. pelaksanaan administrast Direktorat  Jenderal
Bimbingan Masyarzakat Islam.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 227
Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat [glam tcrdiri atas:
a. Sekretariat Dircktorat Jendcral Bimbingan Masyarakat

Islam;

b. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan
Syariah;

c. Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga
Sakinah;

d. Direktorat Penerangan Agama Islam; dan
c. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

Pasal 228

Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 huruf a
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 229

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 228, Sckrectariat Dircktorat .Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program,
kegiatan dan anggaran,;

b. koordinasi pcmantauan dan evaluasi rencana,
program, kegiatan, dan anggaran;

c. pengelolaan urusan kcuangan dan barang milik
negara; ‘

d. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;

e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan bina
pengembangan karir pegawai;

f. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama bidang
bimbingan masyarakat Islam,;

g peényusunan rancangan peraturan  perundang-
undangan dan fasilitasi advokasi hukum;

h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
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i. koordinasi dan pelaksanaan publikasi dan hubungan

masyarakat;
j.  pengclolaan barang milik negara;
k. pclaksanaan urusarl ketatausahaan dan

kerumahtanggaan; dan
l. pcmantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 230
Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam terdiri atas:
a. Bagian Umum dan Barang Milik Ncgara; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 231
Bagian Umum dan Barang Milik Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 230 huruf a mempunyai tugas
melaksanakan urusan kesatausahaan, kerumahtanggaan,
perlengkapan, dan pengeclolaan serta pemanfaatan dan
pemneliharaan barang milik negara pada direktorat jenderal.

Pasal 232
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 231, Bagian Umum dan Barang Milik Negara
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
c. penyiapan bahan pengelolaan perlengkapan dan
pelaksanaan urusan perlengkapan; dan
d. penyiapan bahan pemanfaatan dan pemecliharaan
barang milik ncgara,

Pasal 233
Bagian Umum dan Barang Milik Negara terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

Pasal 234

Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 huruf b
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kcbijakan, standardisai, bimbingan teknis,
dan evaluasi, serta pengawasan di bidang urusan agama
Islam dan pembinaan syariah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 235
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 234, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan
Syariah menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang di bidang urusan
agarma Islam dan pembinaan syariah;
b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
urusan agama Islam dan pembinaan syariah;
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c. peningkatan kualitas urusan agama Islam dan
pembinaan syariah;

d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan
urusan agama [slam dan pembinaan syariah,;

e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan Kriteria di
bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah;

[.  pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
urusan agama Islam dan pembinaan syariah;

g pclaksanaan evaluasi dan laporan di bidang urusan
agama Islam dan pembinaan syariah; dan

h. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 236
Dircktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Svariah
terdiri atas:
a. Subdirektorat Hisab Rukyat dan Syariah;
b. Subdircktorat Kemasjidan;
¢. Subdirektorat Bina Paham Keagamaan lIslam dan
Penanganan Konilik;
d. Subdirektorat Kepustakaan Islamn;
e. Subbagian Tata Usaha; dan
f. Kelompok.Jabatan Fungsional.

Pasal 237
Subdirektorat Hisab Rukyat dan Syariah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 236 hurufl a mempunyai tugas
mclaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hisab
rukyat dan syariah.

Pasat 238

Dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 237, Subdirektorat Hisab Rukyat dan Syariah

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hisab rukyat
dan syariah;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang hisab rukyat dan
svariah;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang hisab rukyat dan syariah; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang hisab rukyat dan syariah.

Pasal 239
Subdirektorat Hisab Rukyat dan Syariah terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 240
Subdirektorat Kemasjidan sebageimana dimaksud dalam
Pasal 236 huruf b mempunyai tugas melaksanakan
rn¢laksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang
kemasjidan.
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 240, Subdirektorat Kemasjidan menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemasjidan;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang kemasjidan;

¢. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kemasjidan; dan

d. penyiapan bahan pclaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kemasjdan.

Pasal 242
Subdircktorat Kemasjidan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Pasal 243
Subdirektorat Bina Paham Keagamaan I[slam dan
Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
236 hurul ¢ mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan Kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, kriscria, dan bimbingan teknis,

serta evaluasi bidang bina paham keagamaan Islam dan
penanganan konflik.

Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 243, Subdirektorat Bina Paham Keagamaan Islam

dan Penanganan Konflik menyclenggarakarn fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koerdinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina paham
keagamaan Islam dan penanganan konflik;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang bina paham
kecagamaan Islam dan penanganan konflik;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang bina paham keagamaan Islam dan
pcnanganan konflik; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di

bidang bina paham keagamaan Islam dan penanganan
konflik.

Pasal 245
Subdirektorat Bina Paham Keagamaan Islam dan
Penanganan Konflik terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Pasal 246
Subdirektorat Kepustakaan Islam scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 236 huruf d mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
ptnyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis, cvaluasi, dan pelaporan di bidang kepustakaan
Islam.
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Pasal 247

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 246, Subdirektorat Kepustakaan Islam

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepustakaan
Islam;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang kepustakaan Islam,;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kepustakaan Islam; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laperan di
bidang kepustakaan Islam.

Pasal 248
Subdirektorat Kepustakaan Islam terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 249

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 236 huruf ¢ mempunyal tugas melakukan
pelayanan urusan persuratan, perencanaan,
kepegawaian, kctatalaksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi direktorat.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sckretariat Direktorat Jenderal dan
secara operasional bertanggung jawab kepada

direktorat.
Bagian Keempat
Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga
Sakinah
Pasal 250

Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga
Sakinah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 huruf c
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis,
dan evaluasi, serta pengawasan di bidang bina kantor
urusan agama dan keluarga sakinah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pagal 251

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 250, Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan

Keluarga Sakinah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang bina kantor urusan
agama dan keluarga sakinah;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina
kantor urusan agama dan kcluarga sakinah;

¢. peningkatan kualitas pelayanan kantor urusan agama
dan keluarga sakinah;
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d. [asilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan bina
kantor urusan agama dan keluarga salinah;

e. Ppenyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang bina kantor urusan agama dan keluarga
sakinah;

f. pemberian bimbingan teknix cdan supervisi di bidang
bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah;

g. pelaksanaan cvaluasi dan laporan di bidang bina
kantor urusan agama dan keluarga sakinah; dan

h. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 252
Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga
Sakinah terdiri atas:
a. Subdirektorat Bina Kepenghuluan;
b. Subdirektorat Bina Kelembagaan Kantor Urusan
Agama,;
c. Subdirektorat Mutu, Sarana, Prasarana, dan Sistem
Infermasi KUA;
Subdircktorat Bina Keluarga Sakinah;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelempok Jabatan Fungsional.

m oA

Pasal 253
Subdirektorat Bina Kepenghuluan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 252 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis, evaluasi, dan pelaperan di bidang kepenghuluan,

Pasal 254

Dalam meclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 293, Subdirektorat Bina Kepenghuluan

menyclenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
kepenghuluan;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang kepenghuluan;

¢. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan tcknis dan
supervisi di bidang kepenghuluan; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kepenghuluan.

Pasal 255
Subdircktorat Bina Kepenghuluan terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 256

Subdircktorat Bina Kelembagaan Kantor Urusan Agama
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf b
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusean
dan pelaksanaan kecbijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang bina kelembagamn Kantor Urusan
Agama.
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Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 256, Subdirektorat Bina Kelembagaan Kantor Urusan

Agama menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pclaksanaan kebijakan teknis di bidang bina
kclembagaan Kantor Urusan Agama;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
proscdur, dan kriteria di bidang bina kelembagaan
Kantor Urusan Agama;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang bina kelembagaan Kantor Urusan
Agama; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang bina kelembagaan Kantor Urusan Agama.

Pasal 258
Subdircktorat Bina Kelembagaan Kantor Urusan Agama
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 259

Subdircktorat Mutu, Sarana, Prasarana, dan Sistem
Informasi Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 252 huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan
penylapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
tcknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan
mutu, sarana, prasarana, dan Sistem Informasi Kantor
Urusan Agama.

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 259, Subdirckterat Mutu, Sarana, Prasarana, dan

Sistem Informasi Kantor Urusan Agama menyclenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
pengembangan mutu, sarana, prasarana, dan Sistem
Informasi Kantor Urusan Agama;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
proscdur, dan kriteria di bidang pengembangan mutu,
sarand, prasarana, dan Sistem Informasi Kantor
Urusan Agama;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengembangan mutu, sarana,
prasarana, dan Sistem Informasi Kantor Urusan
Agama; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pengembangan mutu, sarana, prasarana, dan
Sistem Informasi Kantor Urusan Agama.

Pasa) 261
Subdircktorat Mutu, Sarana, Prasarana, dan Sistem
Informasi Kantor Urusan Agama terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.
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Pasal 262
Subdirekterat Bina Kcluarga Sakinah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 252 huni d mempunyai tugas
mclaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan tekais, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina
keluarga sakinah.

Pasal 263

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 262, Subdircktorat Bina Keluarga Sakinah

mienyclenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina keluarga
sakinah;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang bina Kkeluarga
sakinah;

¢. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan tcknis dan
supcrvist di bidang bina keluarga sakinah; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang bina keluarga sakinah.

Pasal 264
Subdirektorat Bina Keluarga Sakinah terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 265

(1} Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 252 huruf ¢ meémpunyai tugas melakukan
pelayanan urusan persuratan, perencanaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi dircktorat.

{2) Subbagian Tata Usaha sehbagaimana dimsaksud pada
ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sekretariat Dircktorat Jenderal dan
secara eperasional bertanggung jawab kepada
direktorat.

Bagian Kelima
Direktorat Penerangan Agama Islam

Pasal 266
Direktorat Penerangan Agama Islam sebagaimana dimaksu
dalam Pasal 227 huruf d mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi,
bimbingan teknis, dan evaluasi, serta pengawasan
penérangan agama Islam secsuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 267
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 286, Direktorat Penerangan Agama Islam
menyelenggarakan fungsi:
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a. perumusan kebijakan i bidang pencrangan agama
Islam;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penerangan agama lslam;

¢. peningKkatan kualitas pencrangan agama lslam;

d. fasilitasi sarana dan prasarana scrta pendanaan
penerangan agama Islam;

€. penyusunan norma, standar, prosedur, dan Kriteria di
bidang pcnerangan agama Istam,

[ pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
penerangan agama lslam;

g- pelaksanaan cvaluasi dan laporan di bidang
penerangan agama [slam; dan

h. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 268
Direktorat Pencrangan Agama Islam terdiri atas:
a. Subdircktorat Penyuluh Agama Islam;
b. Subdirektorat Dakwah dan Hari Besar Islam;
c. Subdirektorat Lembaga Tilawah dan Musabaqah
Alquran dan Alhadits;
Subdirektorat Kemitraan Umat Islam;
Subdirektorat Seni, Budaya, Siaran Keagamaan Islam;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

mmo A

Pasal 269
Subdirektorat Penyuluh Agama Islam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 268 huruf a mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan tcknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang
penyuluh agama lslam.

Pasal 270

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 269, Subdirektorat Penyuluh Agama Islam

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebljakan telanis di bidang penyuluh
agama Islam;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang penyuluh agama
Islanm;

c. penyiapan bahan pclaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang penyuluh agama Islam; dan

d. penyiapan bahan p¢laksanaan evaluasi dan laporan di
bidang penyuluh agama Islam.

Pasal 271

Subdirektorat Penyuluh Agama Islam terdin atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 272
Subdirektorat Dakwah dan Hari Besar Islam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 268 huruf b mempunyai tugas



-62 -

mclaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakkan, pennyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang
dakwah dan hari besar Islam,

Pasal 273

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 272, Subdirektorat Dakwah dan Hari Besar Islam

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dakwah dan
hari besar [slam;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang dakwah dan bhari
besar Islam;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang dakwah dan hari besar Islam; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang dakwah dan hari besar Islam.

Pasal 274
Subdirektorat Dakwah dan Hari Besar Islam terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 275
Subdircktorat Lembaga Tilawah dan Musabaqah Alquran
dan Alhadits sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268
huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penimusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis,
evaluasi, dan pelaporan di bidang lembaga tilawah dan
musabagah Alquran dan Alhadits.

Pasal 276

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 275, Subdirektorat Lembaga Tilawah dan Musabagah

Alquran dan Alhadits menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lembaga
tilawah dan musabaqah Alquran dan Alhadits;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang lembaga tilawah dan
musabaqah Alquran dan Alhadits;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang lembaga tilawah dan musabasah
Alquran dan Alhkadits; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang lembaga tilawah dan musabagah Alquran dan
Alhadits.

Pasal 277
Subdircktorat Lembaga Tilawah dan Musabagah Alquran
dan Alhadits terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 278
Subdirekterat Kemitraan Umat Islam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 268 huruf d mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan tcknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang
kemitraan umat [slam.

Pasal 279

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 278, Subdirektorat Kemitraan Umat I[slam

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan
umat Islam;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan umat
Islam;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kemitraan urnat [slam; dan

d. pcnyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kemitraan umat Islam.

Pasal 280
Suhdirektorat Kemitraan Umat Islam terdiri atas Kelempok
Jabatan Fungsional.

Pasal 281
Subdirektorat Seni, Budaya, dan Siaran Islam secbagaimana
dimaksud dalam Pasal 268 huruf ¢ mempunyai tugas
melaksanakan penylapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan tcknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang seni,
budaya, dan siaran Islam.

Pasal 282

Dalam melaksanakan tugas sedagaimana dimaksud dalam

Pasal 281, Subdirektorat Seni, Budaya, dan Séaran Islam

menyelenggarakan fungsi:

a. penviapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang seni, budaya,
dan siaran Islam;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
presedur, dan kriteria di bidang seni, budaya, dan
siaran Islam;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang seni, budaya, dan siaran Islam;
dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaiuasi dan laporan di
bidang seni, budaya, dan siaran Islam.

Pasal 283
Subdircktorat Seni, Budaya, dan Siaran Islam terdin atas
Kelompok Jabatan Fungsienal.
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Pasal 284

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 268 huruf ¢ mempunyai tugas melakukan
pelayanan urusan persuratan, perencanaan,
kepegawalan, ketatalaksanaan, kcuangan, barang
milik ncgara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi direktorat,

{2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara
fungsional berada di bawah koordinasi Bagian Umum
dan Barang Milik Negara pada Sckrctariat Direktorat
Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab
kepada direktorat.

Bagian Kecnam
Birektorat Pemberdayaan Zaleat dan Wakaf

Pagal 285
Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebagaimana
dimaksus dalam Pasel 227 huruf e mempunyai tugas
melaksanakan peérumusan kebijakan, standardisasi dan
bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan
zakat dan wakaf secsuai dengan Kelentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 285, Dircktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

menyelenggarakian fungsi:

a. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pemberdayaan zakat dan wakaf,

b. peningkatan kualitas pemberdayaan zakat dan waleaf;

c. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan
pemberdayaan zakat dan wakaf,

d. penyusunan normsd, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pemberdayaan zakat dan wakaf;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pemberdayaan zakat dan wakaf,

. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang
pemberdayaan zakat dan wakaf; dan

g. pelaksanaan administrasi dircktorat.

Pasal 287
Dircktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf terdiri atas:
a. Subdircktorat Kelembagaan dan Infermasi Zakat dan
Wakaf;
b. Subdirektorat Edukasi, Inovasi, dan Kerja Sama Zakat
dan Wakal;
Subdirektorat Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat;
Subdirektorat Pengamanan Aset Wakaf;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

"o a0

Pasal 283
Subdirektorat Kelembagaan dan Informasi Zakat dan Wakaf
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 huruf a
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mempunyai tugas melaksanakan pényiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, Kkriteria, bimbingan teknis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang kelembagasan dan informasi zakat dan
wakaf.

Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 288, Subdirektorat Kelembagaan dan Informasi Zakat

dan Wakaf menyelenggarakan fungsi;

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan
dan informasi zakat dan wakaf;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan dan
informast zakat dan wakaf;

c. penyiapan hahan pelaksanaan eimbingan teknis dan
supervisi di bidang kelembagaan dan informasi zakat
dan wakaf; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kelembagaan dan informasi zakat dan waleaf.

Pasal 290
Subdirektorat Kelembagaan dan Informasi Zalcat dan Wakaf
terdiri atas Kelompek Jabatan Fungsional.

Pasal 29]

Subdirektorat Edukasi, [novasi, dan Kerja Sama Zakat dan
Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 huruf b
mempunyai tugas melaksanakan pényiapan perumusan
dan pelaksanaar: kebijakan, penyusunan norma, siandar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis, evaliasi, dan
pclaporan di bidang edukasi, inovasi, dan kerja sama zakat
dan wakaf.

Pasal 292

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 291, Subdircktorat Edukasi, Inovasi, dan Ketja Sama

Zakat dan Wakaf menyvelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pecrumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan tcknis di bidang edukasi,
inovasi, dan kerja sama zakat dan wakaf;

b. penyiapan bahan peayusunan norma, standar,
proscdur, dan kriteria di bidang edukasi, inovasi, dan
kerja sama zakat dan wakaf;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan telmis dan
supervisi di bidang edukasi, inevasi, dan kerja sama
zakat dan wakaf; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di

bidang edukasi, inovasi, dan kerja sama zakat dan
wakaf.

Pasal 293
Subdirektorat Edukasi, Inovasi, dan Kerja Sama Zakat dan
Wakalf terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.



Pasal 294
Subdirektorat Akrcditasi dan Audit Lembaga Zakat
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 287 huruf c
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, Kkritecria, bimbingan teknis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang akreditasi dan audit letnbaga zakat.

Pasal 295

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 294, Subdirektorat Akreditasi dan Audit Lembaga

Zakat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapen bahan perumusan, koordinasi, dan
pclaksanaan kebijakan teknis di bidang akreditasi dan
audit lembaga zakat;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang akreditasi dan audit
lembaga zakat;

c. penyiapan bahan pe¢laksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang akreditasi dan audit lecmbaga
zakat; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang akreditasi dan audit lembaga zakat.

Pasal 296
Subdirektorat Akredtasi dan Audit Lembaga Zakat terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 297
Subdirektorat Pengamanan Aset Wakaf sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 287 huruf d mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingen teknis, cvaluasi, dan pelaporan di bidang
pengamanan aset wakaf,

Pasal 298

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 297, Subdirektorat Pcngamanan Asct Wakaf

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
peleksanaan kebijakan teknis di bidang pengamanan
aset wakaf;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pengamanan aset
wakaf:

c. pecnyiapan bahan pelaksanaan bimbingan tecknis dan
supervisi di bidang pengamanan asct wakaf; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pengamanan asct wakalf.

Pasal 299
Subdirektorat Pengamanan Aset Wakaf terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 300

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 287 huruf ¢ mempunyai tugas melakukan
pelayanan urusan persuratan, perencanaan,
kKepegawaian, Ketatalaksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumahtanggaan, kcarsipan, data, dan
dokurnentasi dircklorat.

{2) Subbagian Tata Usaha scbagaimana dimaksud pada
ayat (l), dalam melaksanakan tugasnya secara
fungsional berada di bawah koordinasi Bagian Umum
dan Barang Milik Negara pada Sekretariat Direktorat
Jenderal dan secara operasional bertanggung jawab
kepada dircktorat.

BAB V11
DIREKTORAT JENBERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
KRISTEN

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 301
(1) Direktorat Jcnderal Bimbingan Masyarakat Kristen
merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2) Dircktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
dipimpin eleh Direktur Jenderal.

Pasal 302
Dircktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat
Kristen sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 303

Dalam melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud dalam

Pasal 302, Dircktorat Jenderal Bimbingan Masyaralsat

Kristen menyelenggarakan fungsi:

a. peramusan kebijakan di bidang urusan agama dan
pendidikan agama dan keagamaan Kristen;

b. pelaksanaan kecbijakan di bidang urusan agama dan
pendidikan agama dan keagamaan Kristen,

c. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan urusan
agama dan pendidikan agema dan keagamaan Kristen;

d. pemberian bimbingan tcknis dan supervisi di bidang
urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan
Kristen;

€. pelaksanaan pemantauan, cvaluasi, dan pelaporan di
bidang urusan agama dan pendidikan agama dan
keagamaan Kristen,

f. pclaksanaan administrasi dirtktorat jenderal; dan

g. pclaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 304
Susunan organisasi Direlctorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Kristen, terdiri atas:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Kristen;
b. Dircktorat Urusan Agama Kristen; dan
c. Direktorat Pendidikan Kristen.

Bagian Kctiga
Sckretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Kristen

Pasal 305
Sekretarial Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 huruf a
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unit organisasi pada dircktorat jenderal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 306

Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 305, Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program,
kegiatan, dan anggaran;

b. koordinasi pemantauan dan e¢valuasi rencana,
program, kegiatan, dan anggaran;

c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik
negara;

d. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;

e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan bina
pengembangan karier pegawai;

f. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama bidang
bimbingan masyarakat Kristen;

g penyusunan rancangan peraturan  perundang-
undangan dan advokasi hukum;

h. pengelolaan data dan pcngembangan sistem informasi;

i. koordinasi dan peclaksanaan publikasi dan hubungan
masyarakat,

J- pelaksanaan urusan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan; dan

k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 307
Susunan organisasi Sckretariat Dircktorat Jendcral
Bimbingan Masyarakat Kristen terdiri atas:
a. Bagian Umum dan Barang Milik Negara; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 308
Bagian Umum dan Barang Milik Negara scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 307 hurul a mempunyai tugas
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melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumsahtanggaan,
dan perlengkapan, serta pemanfaatan dan pemeliharaan
barang milik negara direktorat jenderal.

Pasal 309

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 308, Bagian Umum dan Barang Milik Negara

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan;

b. penyiapan bahan pengelolaan perlengkapan dan
pelalsanaan urusan perlengkapan; dan

c. penyiapan bahan pemanfaatan dan pemeliharaan
barang milik ncgars.

Pasal 310
Bagian Umum dan Barang Milik Negara terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Direktorat Urusan Agama Kristen

Paszal 311
Direktorat Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 304 huruf b mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi,
bimbingan teknis, dan evaluasi, serta pengawasan di
bidang urusan agama Kristen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasel 312

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal L Direktorat Urusan Agama Kristen

mcnyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang urusan agama
Kristen;

b. koordinasi dan pelaksanaan Kkebjjakan di bidang
urusan agama Kristen;

¢. peningkatan kualitas uwruisan agama Kristen,

d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan
urusan agama Kristen;

¢. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang urusan agama Kristen;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
urusan agama Kristen; dan

g. pelaksanaan cvaluasi dan laporan di bidang urusan
agama Kristen;

h. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 313
Direktorat Urusan Agama Kristen terdiri atas:
a. Subdirektorat Kelembagaan;
b. Subdirektorat Penyuluhan;
¢. Subdirektorat Pemberdayaan Umat dan
Pengembangan Budaya;
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d. Subbagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 314
Subdirektorat Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 313 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan  pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis, evaluasi, dan pelaporan «di bidang kelembegaan
agama Kristen.

Pasal 315

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 314, Subdircktorat Kelembagaan menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan
agama Kristen;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan agama
Kristen;

¢, pecnyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supcervisi di bidang kelembagaan agama Kristen; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kelembagaan agama Kristen.

Pasal 316
Subdirektorat Kelembagaan terdiri atas Kelompok Jabatan
Aungsional.

Pasal 317
Subdircktorat Penyuluhan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 313 huruf b mempunyai tugas melaksanakan
pcnyiapan perumusan dann pelaksanaan kebijakan,
pcnyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyuluhan
agama Kristen.

Pasal 318

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakesud dalam

Pasal 317, Subdirektorat Penyuluhan menyclenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis ¢i bidang penyuluhan
agama Kristen;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang penyuiuhan agama
Kristen;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang penyuluhan agama Kristen; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang penyuluhan agama Kristen.

Pasal 319
Subdirekterat Penyuluhan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

z
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Pasal 320

Subdirektorat Pemberdayaan Umat dan Pengembangan
Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 huruf c
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kritcria, bimbingan teknis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pemberdayaan umat dan
pengembangan budaya.

Pasal 321

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 320, Subdircktorat Pemberdayaan Umat dan

Pengembangan Budaya menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanasan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan
umat dan pengembangan budaya,

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pembecrdayaan umat
dan pengembangan budaya;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
gupervisi di bidang pemberdayaen umat dan
pengembangan budaya; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pemberdayaan umat dan pengembangan
budaya.

Pasal 322
Subdirektorat Pemberdayaan Umat dan Pengembangan
Budaya tercliri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 323

(1) Subbagian Tata Usaha sebampaimana dirnaksud dalam
Pasal 313 huruf d mempunyai tugas melakukan
pelayanan urusan persuratan, perencanaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi direktorat.

{2) Subbagian Tata Usaha scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam meclaksanakan tugasnya secara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sckretariat Direktorat Jendcral dan

secara operasional bertanggung jawab kepada
dircktorat.

Bagian Kelima
Direktorat Pendidikan Kristen

Pasal 324

Direktorat Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 304 huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
standardisasi, bimbingan teknis, dan e¢valuasi, serta
pengawasan di bidang pendidikan agama dan keagamaan
Kristen sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 325
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 324, Direktorat Pendidikan Kristen

rae¢nyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan agama
dan keagamaan Kristen;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pendidikan agama dan kcagamaan Kristen;

c. peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta
didik pendidikan agama dan keagamaan Kristen;

d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan
pendidikan agama dan keagamaan Kristen;

e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pendidikan agama dan keagamaan Kristen;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pendidikan agama dan keagamaan Kristen;

g. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang
pendidikan agame dan keagamaan Kristen; dan

h. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 326
Susunan organisasi Dircktorat Pendidikan Kristen terdin
atas:
Subdirektorat Pendidikan Dasar;
Subdirektorat Pendidikan Menengah;
Subdircktorat Pendidikan Tinggi;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

cpoop

Pasal 327
Subdirektorat Pendidikan Dasar scbagaimana dimaksud
dalam Passl 326 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, Kriteria, bimbingan
teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan
agama dan keagamaan Kristen tingkat dasar.

Pasal 328
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 327, Subdircktorat Pendidikan Dasar

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan behan perumusan, koordinasi, dan
pclaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan
agama dan keagamaan Kristen tingkat dasar;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan agama
dan keagamaan Kristen tingkat dasar;

c. penyiapan bahan p¢laksanaan bimbingan tcknis dan
supervisi di bidang pendidikan agama dan keagamaan
Kristen tingkat dasar; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pendidikan agama dan kecagamaan Knisten
tingkat dasar.



S,

Pasal 329
Subdirektorat Pcndidikan Dasar terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 330

Subdirektorat Pendidikan Menengah scbhagaimana
dimaksud dalam Pasal 326 huruf b mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan tcknis, cvaluasi, dan pelaporan di bidang
pendidikan agama dan keagamaann Kristen tingkat
menengeh.

Pasal 331

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 330, Subdirektorat Pendidikan Menengah

menyclenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinagi, dan
pelaksanaan kcbijakan teknis di bidang pendidikan
agama dan keagamaan Kristen tingkat menengah;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan agama
dan keagamaan Kristen tingkat menengah;

c. penyiapan bahan pclaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pendidikan agama dan keagamaan
Kristen tingkat menengah; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan [aporan di
bidang pendidikan agama dan keagamaan Kristcn
tingkat menengah.

Pasal 332
Subdirektorat Pendidikan Menengah terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 333
Subdirektorat Pendidiken Tinggi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 326 huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis dan supcrvisi, evaluasi, serta laporan di
bidang pendidikan tinggi keagamaan Kristen.

Pasal 334

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 333, Subdirektorat Pendidikan Tinggi

menyclenggarakan fungsi:

a. pecnyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan agama dan
keagamaan Kristen di bidang pendidikan tinggi;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan agama
dan keagamaan Kristen di bidang pendidikan tinggi;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi pendidikan agama dan kcagamaan Kristen di
bidang pendidikan tinggi; dan

d. penyiapan bahan pclaksanaan e¢valuasi dan laporan
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pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan
Kristen di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 335
Subdirektorat Pendidikan Tinga terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 336

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 326 huruf d mempunyai tugas melakukan
pelayanan urusan persuratan, perencanaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumahwanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi direktorat.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan
sccara  operasional bertanggung jawab  kepada

dircktorat.
BAB VIII
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
KATQLIK

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 337
(1) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri.
{2) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 338
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat
Katolik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Pasal 339
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam
Pasal 338, Dircktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Katolik menyclenggarakan fungsi:
a. perurnusan kebijakan di bidang urusan agama dan
pendidikan agama dan keagamaan Katolik;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama dan
pendidilean agama dan keagamaan Katolik;
c. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan urusan
agama dan pendidikan agama dan keagamaan Katolik;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan
Karolik;
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c. pelak=anaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang urusan agama dan pendidikan agama dan
keagamaan Katolik;

pelaksanaan administrasi dircktorat jenderal; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan eleh Menteri.

-

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 340
Susunan organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Katolik terdiri atas:
a. Sekretariat Dircktorat Jenderal Bimbingan Masyarsakat
Katolk;
b. Dircktorat Urusan Agama Katolik; dan
c. Direktorat Pendidikan Katolik.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Katolik

Pasal 341
Sekretariat Dircktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf a
metnpunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas dan pemberiari dukungan administrasi kepada
sclunth unit organisasi pada dircktorat jenderal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 342

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 341, Sckretariat Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Katolik menyclenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program,
kegiatan, dan anggaran;

b. koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana,
program, kegiatan, dan anggaran,

c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik
negara;

d. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;

e. pengelolaan administrasi Kkepegawaian dan bina
pengembangan karier pegawai;

f. koordinasi dan peclaksanaan kerja sama bidang
bimbingan masyarakat Katolik;

. penyusunan rancangan  peraturan  perundang-
undangan dan advokasi hukum,;

h. pengelolaen data dan pengembangan sistem informasi;

i.  kosrdinasi dan pelaksanaan publikasi dan hubungan
masyarakat;

j. peclaksanaan urusan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan; dan

k. pemantauan, cvaluasi, dan pelaporan.

Pasal 343
Susunan organisasi Sckretanat Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Katolik terdiri atas:
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a. Bagian Umum dan Barang Milik Negara; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 344
Bagian Umum dan Barang Milik Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 343 huruf a mempunyai tugas
melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan,
dan perli¢engkapan, serta pemanfaatan dan pcmeliharaan
barang milik negara direktorat jenderal,

Pasal 345
Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 344, Bagian Umum dan Barang Milik Negara
menyeclenggarakan fungsi:
a. peclaksanaan urusan ketatausahaan;
b. peclaksanaan urusan kerumahtanggaan;
c. penyiapan bahan pengelolaan perlengkapan dan
pelaksanaan urusan perlengkapan; dan
d. penylapan bahan pemanfaatan dan pemeliharaan
barang milik ncgara.

Pasal 346
Bagian Umum dan Barang Milik Negara terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Direktorat Urusan Agama Katolik

Pasal 347
Direktorat Urusan Agama Katolik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 340 huruf b mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan peclaksanaan kebijakan, standardisasi,
bimbingan teknijs, dan evaluasi, secrta pengawasan di
bidang Urusan Agama Katolik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 348

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 347, Direktorat Urusan Agama  Katolik

menyelenggarakan fungsi:

a. perumnmusan kebijakan di bidang urusan agama Katolik;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
urusan agama Katolilk;

c. peningkatan kualitas urusan agama Katolik;

d. fasilitasi sarana dan prasarana scrta pendanaan
urusan agama Katolik;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang urusan agama Katolik;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
urusan agama Katolik;

g- pelaksanaan cvaluasi dan laporan di bidang urusan
agama Katolik; dan

h. pclaksanaan administrasi direktorat.
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Pagal 349
Susunan organisasi Direktorat Urusan Agama Katolik
terdiri atas:
Subdirektorat Kelembagaan;
Subdirektorat Penyuluhan;
Subdircktorat Pemberdayaan Umat;
Subbagian Tata Usaha; dan
Ke¢lompok Jabatan Fungsional.

fooop

Pasal 350
Subdirektorat Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 349 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan
agama Katolik.

Pasal 351

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 350, Subdircktorat Kelembagaan menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pclaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan
agama Katolik;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
proscdur, dan kriteria di bidang kelembagaan agama
Katolik;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kelembagaan agama Katolik; dan.

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kelembagaan agama Katolik.

Pasal 352
Subdirektorat Kelembagaan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Pasal 353
Subdirektorat Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 349 huuf b mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis, cvaluasi, dan pelaperan di bidang penyuluhan
agama Katolik,

Pasal 354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 353, Subdirektorat Penyuluhan menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijalan teknis di bidang penyuluhan
agama Katolik;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang penyuluhan agama
Katolik;

¢. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingen teknis dan
supervisi di bidang penyuluhan agama Katolik; dan



-78 -

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang penyuluhan agama Katolik.

Pasal 355
Subdirektorat Penyuluhan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Pasal 356
Subdirektorat Pemberdayaan Umat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 349 huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan
umat Katolik.

Pasal 357

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 356, Subdirektorat Pemberdayaan Umat

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan
umat Katolik;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan umat
Katolik;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pemberdayaan umat Katolik; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan e¢valuasi dan laporan di
bidang pemberdayaan umat Katolik.

Pasal 358

Subdirektorat Pemberdayaan Umat terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 359

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 349 hurul d mempunyai tugas melakukan
pelayanan urusan persuratan, pcrencanaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi direktorat.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam mclaksanakan tugasnya secara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sekretanat Dircktorat Jenderal dan

sccara operasional bertanggung jawab kepada
direktorat.

Bagian Kelima
Direktorat Pendidikan Katolik

Pasal 360
Direktorat Pendidikan Katolik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 340 huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi,
bimbingan teknis, dan evaluasi, serta pengawasan di
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bidang pendidikan agama dan keagameen Katolik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 361
Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 360, Dircktorat _ Pendidikan Katolik

menyclenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan agama
dan keagamaan Katolik;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pendidikan agama dan keagamaan Katolik;

c. peningkatan kualitas pendidikan karakier peserta
didik pendidikan agama dan kecagamaan Katolik;

d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan
pendidikan agama dan keagamaan Katolik;

e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriseria di
bidang pendidikan agama dan keagamaan Katolik;

f. pemberrian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pendidikan agama dan keagarmaan Katolik;

g  pelaksanaan evalumsi dan Japoran di bidang
pendidikan agama dan keagamaan Katolik; dan

h. pelaksanaan administrasi dircktorat.

Pasal 362
Susunan organisasi Direktorat Pendidikan Katolik terdiri
atas:
Subdirektorat Pendidikan Dasar;
Subdirektorat Pendidikan Menengah;
Subdlirektorat Pendidikan Tinggi;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

cang

Pasal 363
Subdircktorat Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 362 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan
agama dan keagamaan Katolik tingkat dasar.

Pasal 364

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 363, Subdirektorat Pendidikan Dasar

menyclenggarakan fungsi:

a. penylapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan
agama dan keagamaan Katelik tingkat dasar;

b. penyigpan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan agama
dan keagarnaan Katolik tingkat dasar;

¢. penyiapan bahan pelaksansan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pendidikan agama dan keagamaan
Katolik tingkat dasar; dan

d. penyiapan bahan pclaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pendidikan agama dan keagamaan Katolik
tingkat dasar,
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Pasal 365
Subdirektorat Pendidikan Dasar terdiri atas Kelempok
Jabatan Fungsional.

Pasal 366

Subdircktorat  Pendidikan  Menengah  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 362 huruf b mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pendidikan agama dan keagamaan Katolik tingkat
menengah,

Pasal 367

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 366, Subdircktorat = Pendidikan  Menengah

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perurmusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan
agama dan keagamaan Katolik tingkat menengah;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan agama
dan keagamaan Katelik tingkat menengah,;

¢. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pendidikan agama dan keagamaan
Katolik tingkat menengah; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pendidikan agama dan keagamaan Katolik
tingkat menengabh.

Pasal 368
Subdirektorat Pendidikan Menengah terdiri atas Kclompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 369

Subdirektoral Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 362 huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, proscdur, kriteria,
bimbingan teknis dan supervisi, ¢valuasi, scrta laporan
pelaksanaan pendidikan agame dan keagamaan Katolik di
bidang pendidikan tinggi.

Pasal 370

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 369, Subdirektorat Pendidikan Tinggi

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan ahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan agama dan
keagamaan Katolik di bidang pendidikan tinggi,;

b. penylapan bahan penyasunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan agama
dan keagamaan Katolik di bidang pendidikan tinggi;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
sy pervisi pendidikan agama dan keagamaan Katolik di
bidang pendidikan tinggi; dan
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d. penyiapan bahan peclaksanaan evaluasi dan laporan
pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan
Katolik di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 371
Subdirektorat Pendidikan Tinggi terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 372

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 362 huruf d mempunyai tugas melakukan
pelayanan urusan persuratan, perericanaan,
kepcgawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi direktorat.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sckretariat Dircktorat Jenderal dan
sccara operasional bertanggung jawab kepada

direktorat.
BAB IX
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
HINDU
Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 373
(1) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Mentert.
{2) Dircktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 374
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan
kebjjakan dan standardisasi di bidang bimbingan
masyarakat Hindu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 375

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 374, Dircktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Hindu menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang urusan agama dan
pendidikan agama dan keagamaan Hindu;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama dan
pendidikan agama dan keagamaan Hindu;

c. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pendidikan
agama dan keagamaan Hindy;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
urusan agama dan pendidikan Hindu;
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c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang urusan agama dan pendidikan Hindu;

f. pclaksanaan administrasi  Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Hindu; dan

2. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan @®rganisasi

Pasal 376
Susunan @rganisasi Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Hindu terdiri atas:
a. Sekretariat Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat
Hindu;
b. Darcktorat Urusan Agama Hindu; dan
¢. Direktorat Pendidikan Hindu.

Bagian Ketiga
Sckretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Hindu

Pasal 377
Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 huruf a
mempunyal tugas melaksanakan koordinasi pelaksansan
tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal scsuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 378

Dalam menyclenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 377, Sekretanat Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Hindu menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan peényusunan reoncana, program,
kegiatan, dan anggaran;

b. koordinasi pemantauwan dan evaluasi rencana,
program, kcgiatan, dan anggaran,

¢. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik
negara.

d. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;

e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan bina
pengembangan karier pegawai;

f. koerdinasi dan pelaksanaan ketja sama bidang
bimbingan masyarakat Hindu,

g Ppenyusunan rancangan  peraturan  perundang-
undangan dan advokasi hukum;

h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;

i. koordinasi dan pelaksanaan publikasi dan hubungan
masyarakat;

j-  pelaksanaan urusan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan; dan

k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 379
Susunan organisasi Seckretariat Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Hindu terdiri atas:
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a. Bagian Umum dan Barang Milik Negara; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 380
Bagian Umum dan Barang Milik Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 379 huruf a mempunyai tugas
melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan,
dan perlengkapan, serta pemanfaatan dan pemeliharaan
barang milik negara pada direcktorat jenderal.

Pasal 381
Dalam meclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 386, Bagian Umum dan Barang Milik Necgara
menyclenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
c. pengelolaan dan pelaksanaan urusan perlengkapan;
dan
d. penyiapan bahan pemanfaatan dan pemeliharaan
barang milik negara.

Pasal 382
Bagian Umum dan Barang Milik Negara terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Direktorat Urusan Agama Hindu

Pasal 383
Direktorat Urusan Agama Hindu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 376 huruf b mempunyai tugas melaksanakan
perurnusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi,
bimbingan teknis, dan evaluasi, se¢rta pengawasan di
bidang urusan agama Hindu secsuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 384

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 383, Direktorat  Urusan Agama Hindu

menycekenggarakan fungsit

a. perumusan kebijakan di bidang urusan agama Hinduy;

b. koordinasi dan pelaksanman kebijekan di bidang
urusan agama Hindu;

c peningkatan kualitas urusan agama Hindu;

d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan
urusan agamsa Hindu;

¢. penyvusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang urusan agama Hindu;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
urusan agama Hindu,

¢. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang urusan
agama Hindu; dan

h. pclaksanaan administrasi dircktorat.
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Pasal 385
Susunan organisasi Direktorat Urusan Agama Hindu terdiri
atas:
Subdirektorat Kelembagaan;
Subdirektorat Penywuharn;
Subdirektorat Pemberdayaan Umat;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

fapo @

Pasal 386
Subdirektorat Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 385 huruf a mempunyai tueas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis, cvaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan
agama Hindu.

Pasal 387

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 386, Subdircktorat Kelembagaan menyelenggarakan

fungsi:

a. penylapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kclembagaan
agama Hindu,;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang kelembagean agama
Hindu;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kelembagaan agama Hindu; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kelembagaan agama Hindu.

Pasal 388
Subdirektorat Kelembagaan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Pasal 389
Subdirektorat Penyuluhan sebagaimana dimaksud delam
Pasal 385 huruf b mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan peramusan dan  pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis, cvaluasi, dan pclaporan di bidang penyuluhan
agama Hindu.

Pasal 390

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 389, Subdirektorat Penyuluhan menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinesi, dan
pelakksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan
agama Hinduy;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang penyuluhan agama
Hindu;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kimbingan teknis dan
supervisi di bidang penyuluhan agama Hindu; dan
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d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan lJaporan di
bidang penyuluhan agama Hindu.

Pasal 391
Subdircktorat Penyuluban terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional

Pasal 392
Subdirektorat Pemberdayaan Umat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 385 huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pcrumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan
umat Hindu.

Pasal 393

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 392, Subdirektorat Pemberdayaan Umat

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan
umat Hindu;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan Kriteria di bidang pemberdayaan umat
Hindu;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan tcknis dan
supervisi di bidang pemberdayaan umat Hindu; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan cvaluasi dan laporan di
bidang pemberdayaan umat Hindu.

Pasal 394
Subdirektorat Pemberdayaan Umat terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 395

(1) Subbagian Tata Usaha scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 385 huruf d mempunyai tugas melakukan
pelayanan urusan persuratan, perencanaan,
kepegawaian, kctatalaksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi direktorat.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan

secara operasional bertanggung jawab kepada
direktorat.

Bagian Kclima
Dirextorat Pendidikan Hindu

Pasal 396
Direktorat Pendidikan Hindu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 376 hurif ¢ mempunyai tugas melaksanakan
pényiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
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standardisasi, bimbingan tcknis, dan evaluasi, serta
pcngawasan di bidang pendidikan agama dan keagarmaan
Hindu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 397

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 396, Direktorat Pendidikan Hindu menyclenggarakan

fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan agama
dan keagamaan Hindu,

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pendidikan agama dan keagamaan Hindu;

c. peningkatan kualitas pendidikan karakter pescrta
didik pendidikan agema dan keagamaan Hinduy;

d. fasilitasi sarana dan prasarana Serta pendanaan
pendidikan agama dan keagamaan Hindu;

¢. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pendidikan agama dan keagamaan Hindu;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pendidikan agama dan keagamaan Hindu;

g. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang
pendidikan agama dan keagarmaan Hindu; dan

h. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 398
Susunan organisasi Direktorat Pendidikan Hindu terdiri
atas.
Subdirektorat Pendidikan Dasar;
Subdirektorat Pendidikan Menengah;
Subdirektorat Pendidikan Tinggi;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

appop

Pasal 399
Subdircktorat Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 398 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis, evaluasi, dan pclaporan di bidang pendidikan
agama dan keagamaan Hindu tingkat dasar.

Pasal 400

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 399, Subdirektorat Pendidikan Dasar

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kecbijakan teknis di bidang pendidikan
agama dan keagamaan Hindu tingkat dasar;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, 8tandar,
prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan agama
dan keagamaan Hindu tingkat dasar;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pendidikan agema dan keagamaan
Hindu tingkat dasar; dan
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d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pendidikan agama dan keagamaan Hindu
tinglcat dasar.

Pasal 401
Subdirektorat Pendidikan Dasar terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional

Pasal 402

Subdirektorat  Pendidikan  Mencngah ~ secbagaimana
dimaksud dalam Pasal 398 huruf b mempunyai tugas
mclaksanakan penylapan perumusan dan peclaksanaan
kebijjakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan tcknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pendidikan agama dan keagamaan Hindu tingkat
menengah.

Pasal 403

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 402, Subdircktorat Pendidikan Menengah

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kcbijakan teknis di bidang pendidikan
agama dan keagamaan Hindu tingkat mencngah;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan agama
dan keagamaan Hindu tingkat menengah;

c. penytapan bahan peclaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pendidikan agama dan keagarnaan
Hindu tingkat menengah; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pendidikan agama dan keagamaan Hindu
tingkat menengah.

Pasal 404
Subdirektorat Pendidikan Menengah terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 405
Subdirecktorat Pendidikan Tinggi scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 398 huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan
penyilapan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, serta laporan di
bidang pendidikan tinggi keagamaan Hindu,

Pasal 406

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 405, Subdirektorat Pendidikan Tinggi

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan agama dan
keagamaan Hindu di bidang pendidikan tinggi;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan agama
dan keagamaan Hindu di bidang pendidikan tinggi;

=
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c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi pendidikan agama dan keagamaan Hindu di
bidang pendidikan tinggi; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan
pelaksanaan pendidileen agama dan kcagamaan Hindu
di bidang pendidikan tingg.

Pasal 407
Subdirektorat Pendidikan Tinggi ¢erdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 408

(1) Subbagian Tata Usaha sebagmimana dimaksud dalam
Pasal 398 huruf d mempunyai tugas melakukan
pelayanan urusan persuratan, perencanaarn,
kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi dircktorat.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sckretariat Direktorat Jenderal dan
secara operasional bertanggung jawab kepada

dircktorat.
BAB X
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
BUDDHRA

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 409
(1) Dircktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
mcrupakan unsur pelaksana yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
dipimpin oleh Direktur Jenderal,

Pasal 410
Dircktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
mempunyai tugas mcrumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardiseasi di  bidang bimbingan
masyarakat Buddha sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 411

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 419, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Buddha menyclenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang urusan agama dan
pendidikan agama dan keagamaan Buddhs;

b. pelaksanaan kebjjalkan di bidang urusan agama dan
pendidikan agama dan keagamaan Buddha;

c. peclaksanaan pembinaan penyelenggaraan pendidikan
agama dan keagamaan Buddhe;
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d. pemberian bimbingan tckniz dan supervisi di bidang
urusan agama dan pendidikan Buddha;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang urusan agama dan pendidikan Buddha,

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Buddha; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 412
Susunan Organisasi Dircktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Buddha terdiri atas:
a. Sekretariat Direkterat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Buddha; dan
b. Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha.

Bagian Ketiga
Sckretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Buddha

Pasal 413
Sekretariat Direkterat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 huruf a
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unit organisasi pada direktorat jenderal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 414

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 413, Sekretariat Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Buddha menyelenggarakan fungsi:

a. keordinasi dan penyusunan rencana, program,
kegiatan, dan anggaran;

®. koordinasi pemantauan dan evaluasi rcncana,
program, Kegiatan, dan anggaran,

¢. pengelolaan wurusan keuangan dan barang milik
ncgara;

d. pclaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;

c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan bina
pengembangan karier pegawai;

f. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama bidang
bimbingan masyarakat Buddha;

g. penyusunan rancangan peraturan  perundang-
undangan dan advokasi hukum;

h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;

i.  koordinasi dan pclaksanaan publikasi dan hubungan
masyarakat;

j.  pelaksanaan urusan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan; dan

k. pemantauan, cvaluasi, dan pelaporan,
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Pasal 415
Susunan organisasi Seckrectanat Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Buddha terdiri atas:
a. Bagian Keuvangan dan Umum; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 416
Bagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 415 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan,
pcmanfaatan, dan pemeiiharaan barang milik negara pada
direktorat jenderal.

Pasal 417
Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 416, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan
fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan,
b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; '
¢. penylapan bahan pengelolaan petlengkapen dan
pclaksanaan urusan perlengkapan; dan
d. penyiapan bahan pemanfaatan dan pemeliharaan
barang milik negara.

Pasal 418
Bagisn Keuangan dan Umum terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Direkterat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha

Pasal 419
Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 huruf b
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
petaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis,
dan evaluasi, serta pengawasan di bidang urusan dan
pendidikan agama Buddha sesuat dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 420

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 419, Dircktorat Urusan dan Pendidikan Agama

Buddha menyclenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang urusan agama dan
pendidikan agama Buddha;

b. koerdinasi dan pclaksanaan kebijakan di bidang
urusan dan pendidikan agama Buddhs;

¢c. peningkatan Kualitas urusan dan pendidikan agama
Buddhs;

d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan
urusan dan pendidikan agama Buddha,

e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang urusan dan pendidikan agama Buddha;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
urusan dan pendidikan agama Buddha;
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g. pelaksanaan evaluasit dan laporan di bidang urusan
dan pendidikan agama Buddha; dan
h. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 421
Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha terdiri
atas:
Subdirektorat Kelembagaan;
Subdirektorat Penyuluhan;
Subdirektorat Pendidikan Dasar dan Menengah;
Subdirektorat Pendidikan Tinggi;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungstcnal.

—o Qoo op

Pasal 422
Subdirektorat Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 421 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
pcnyusunan nerma, standar, prosedur, kriteria, kriteria,
bimbingan teknis, e¢valuasi, dan pelaporan di bidang
kelembagaan agama Buddha.

Pasal 423

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 422, Subdirektorat Kelembagaan menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan
agama Buddha;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan agama
Buddha;

¢c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supcrvisi di bidang kelembagaan agama Buddha,; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kelembagaan agama Buddha.

Pasal 424
Subxdirektorat Kelembagaan terdiri atas Keclompok Jabatan
Fungsional.

Pasal 425
Subdirektorat Penyulithan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 421 bhuruf b mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, kriteria,
bimbingan tcknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang
penyuluhan agama Buddha.

Pasal 426
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 425, Subdirektorat Penyuluhan menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan
agama Buddha;
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b. penyiapan bahan pényusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang penyuluhan agama
Buddha;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang penyuluhan agama Buddha; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang penyuluhan agama Buddha.

Pasal 427
Subdirektorat Penyuluhan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Pasal 428

Subdirektorat  Pendidikan Dasar dan  Mecnengah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 huruf ¢
mempunyeal tugas melaksanakan penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, kriteria, bimbingan tcknis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pendidikan agama dan keagamaan
Buddha tingkat dasar dan menengah.

Pasal 429

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 428, Subhdircktorat Pendidikan Dasar dan Menengah

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pclaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan
agama dan keagamaan Buddha tingkat dasar dan
menengah;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prescdur, dan kriteria di bidang pendidikan agama
dan keagamaan Buddha tingkat dasar dan menengah;

¢. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pendidikan agama dan keagamaan
Buddha tingkat dasar dan menengah, dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pendidikan agama dan keagamaan Buddha
tingkat dasar dan mencngah.

Pasal 430
Subdirektorat Pendidikan Dasar dan Mcnengah terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 431
Subdircktorat Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 421 huruf d mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, scerta laporan di
bidang pendidikan tingg) keagamaan Buddha.

Pasal 432
Dalam meclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 431, Subdirektorat Pendidikan Tinggi
meny¢lenggarakan fungsi:
a. pcnyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
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pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan agama dan
keagamaan Buddha di bidang pendidikan tinggi;

b. penyiapan bahan penyusunan nerma, standar,
prosedur, dan Lkriteria di bidang pendidikan agama
dan keagamaan Buddha di bidang pendidikan tinggi;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi pendidikan agama dan keagamaan Buddha
di bidang pendidikan tinggi; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan
pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan
Buddha di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 433
Subdirekterat Pendidikan Tinggi terdin atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 434

(1) Subbagian Tata Usaha secbagaimana dimaksud dalam
Pasal 421 huruf ¢ mempunyai tugas melakukan
pelayanan urusan persuratan, perencanaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang
milik negara, erumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi direktorat.

(2} Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya seccara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Ncgara pada Sckretariat Direktorat .Jenderal dan
sccara operasional bertanggung jawab kepada
direktorat.

BAB XI
INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 435
(1} Inspcktorat Jenderal merupakan unsur pengawas
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri.
(2) Inspektorst Jenderal dipimpin oleh Inspektur
Jenderal.

Pasal 436
Inspektorat .Jenderal mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan intern pada Kementerian Agama.

Pasal 437

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 436, Inspektorat Jendera! menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan Kkebijjakan teknis pengawsasan internal
pada Kementerian Agama,

b. pelaksanaan pengawasan intecmal pada Kementerian
Agama terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan  kegiatan
pengawasan lainnya;
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c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan Menteri;

d. penyusunan laperan hasil pengawasan pada

Kementerian Agama;

pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

=0

Bagian Kedua
Susunan @rganisasi

Pasal 438
Susunan organisasi Inspektorat Jenderal terdiri atas:
Sekresanat Inspektorat Jenderal;
Inspektorat Wilayah [;
Inspektorat Wilayah I[;
Inspektorat Wilayah III;
[nspcktoral Wilayah IV;
Inspektorat Investigasi; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

IS W

Bagian Ketiga
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 439
Sekretariat Inspekiorat Jenderal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 438 huruf 8 mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unit organisasi Inspcktorat
Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 440

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 439, Sekretariat Inspektorat Jenderal

menyelenggarakan lungsi:

a. koordinasi perencanaan kinerja pengawasan dan
anggarari,

b. pengelolaan keuangan di lingkungan Inspektorat
Jenderal;

¢. pengelelaan evaluasi dan pelaporan akuntabilitas;

d. penyusunan bahan erganisasi dan tata laksana pada
Inspektorat Jenderal;

e. penelashan hukum dan penyusunan peraturan
perundang-undangan pada Inspektorat Jenderal,

f. mwengelolaan administrasi kepegawaian pada
Inspektorat Jenderal,

R. pengelolaan hasil pengawasan internal, eksternal,
pengaduan masyarakat, whistieblowing system,
pengendalian gratifikasi, serta pengelolaan sistemn
informasi;

h. pengelolaan kehumasan pada Inspektorat Jenderal;

pengelolaan barang milik negara pada Inspektorat

Jenderal; dan

j.  pelaksanaan urusan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan pada inspektorat Jenderal.

(5
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Pasal 441
Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:
a. Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Sistem
Informasi, dan Pengaduan Masyarakat;
b. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 442
Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Sistem Informasi,
dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 441 huruf a mempunyai tugas melaksanekan
penyiapan pengelolaan dan analisis data hasil pengawasan,
pengembangan  sistem  informasi pengawasan, dan
pengelolaan pengaduan masyarakat.

Pasal 443

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 442, Bagian Pengelolean Hasil Pengawasan, Sistem

Informasi, dan Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan pengelolaan data hasil pengawasan
dan tindak lanjut hasil pengawasan Inspcktorat
Jenderal;

b. penyiapan bahan pengclolaan data hasil pengawasan
dan tindak lanjut hasil pengawasan Badan Pemeriksa
Keuanngan, Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, dan lembaga penegakan hukum,; dan

c. penyiapan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat
dan pengembangan sistem infermasi.

Pasal 444
Bagian Pengelolaan Hasil Pe¢ngawasan, Sistem Informasi,

dan Pengaduan Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Pasal 445
Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 441 huruf b mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pengelolaan adminisirasi kepegawaian, urusan
kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, dan
hubungan masyarakat pada Inspektorat Jenderal.

Pasal 446
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimeksud dalam
Pasal 445, Bagian Kepegawalan dan Umum
menyclenggarakan fungsi:

a. penylapan bahan pengelolaan administrasi
kepegawaian,

b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan tata usaha,
dan

¢. penyiapan bahan pengeclolaan hubungan masyarakat.

Pasal 447
Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.
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Bagian Keempat
Inspektorat Wilayah 1

Pasal 448

[nspektorat Wilayah [ sebagaimana dimaksud dalam Pasal
438 huruf b mempunyai tugas merumuskan strategi
pengawasan dan melaksanakan pengawasan intern
meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, reviu,
cvaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya, dan
penyusunan laporan hasil pengawasan serta pelaksanaan
urusan tata usaha dan rumah tangga yang meliputi
wilayah Direktorat Jendcral Penyclenggaraan Haji dan
Umrah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen,
Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan
Pelatihan, Aceh, Sumatcra Selatan, Jawa Barat,
Kalimantan Tengah, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi
Tenggara, dan Maluku.

Pasal 449

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 448, [nspektorat Wilayah [ menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan strategi pcngawasan dan program Kkerja
tahunan;

b. penyusunan norma dan petunjuk pemeriksaan,
pengujian, penilaian, dan pengukuran di bidang
pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas
dan fungsi Kementerian Agama yang terdiri atas aspck
kehematan, efisiensi, dan  cfcktivitas bidang
perencanaan, kepegawaian, Keuangan, dan barang
milik negara;

c. pelaksanaan pengawasan interm meliputi audit kinerja,
audit dengan tujuan tertentu, reviu, evaluasi, dan
pemantauan;

d. pelaksanaan pengawasan lainnya meliputi: sosialisasi
mengenail pengawasan, pendidikan dan pelatihan
pengawasan, petnbimbingan dan konsultansi;

e. penyusunan dan pelaporan hasil pengawasan;

f. pengoordinasian hasil pengawasan intern dengan
Inspektorat Investigasi terhadap penyimpangan yang
berindikasi tindak pidana korupsi, kecrugian negara,
dan indisipliner pegawai,

g. pelaporan hasil kinerja pengawasan; dan

h.

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Inspektorat Wilayah L.

Pasal 450
Inspektorat Wilayah [ terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 451
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
450 huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan

urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah
L.
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Bagian Kclima
Inspektorat Wilayah 1

Pasal 452

[nspektorat Wilayah 1l sebagaimana dimaksud dalam Pasal
438 huruf c mempunyai tugas merumuskan strategi
pengawasan dan melaksanakan pengawasan intern
meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, reviu,
¢valuasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya, dan
pcnyusunan laporan hasil pengawasan serta pelaksanaan
urusan tata usaha dan rumah tangga yang meliputi
wilayah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Sumatera Utara,
Sumatera Barat, Banten, Dacrah Istimewa Yogyakarta,
Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara,
Gorontalo, dan Papua.

Pasal 453

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 452, Inspektorat Wilayah Il menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan strategi pengawasan dan program kerja
tahunan;

b. penyusunan norma dan petunjuk pemeriksaan,
pengujian, penilaian, dan pengukuran di bidang
pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas
dan fungsi Kementerian Agama yang terdiri atas aspck
kehematan, efisiensi, dan  efektivitas bidang
perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan barang
milik negara;

c. pclaksanaan pengawasan intern meliputi audit kinerja,
audit dengan tujuan tertentu, reviu, evaluasi, dan
pemantauan;

d. pelaksanaan pengawasan lainnya meliputi: sosialisasi
mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan
pengawasan, pembimbingan dan konsultansi;

e. penyusunan dan pelaporan hasil pengawasan;

f. pengoordinasian hasil pengawasan intem dengan
Inspektorat [nvestigasi terhadap penyimpangan yang
berindikasi tindak pidana korupsi, kerugian negara,
dan indisipliner pcgawai,

g- pelaporan hasil kinerja pengawasan; dan

h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Inspektorat Wilayah II.

Pasal 454
Inspektorat Wilayah II terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Jabatan Fungsional Auditor,

Pasal 455
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
454 huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan

urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah
i1
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Bagian Keenam
Inspektorat Wilayah LI

Pasal 456

Inspektorat Wilayah I scbagaimana dimaksud dalam Pasal
438 bhuruf ¢ mempunyai tugas merumuskan strategi
pengawasan dan melaksanakan pengawasan intemn
metiputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, reviu,
evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya, dan
penyusunan laporan hasil pengawasan serta pelaksanaan
urusan tata usaha dan rumah tangga yang meliputi
wilavah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat lslam,
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Badan
Penyclenggara Jaminan Produk Halal, Riau, Kepulauan
Riau, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi
Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara.

Pasal 437

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 456, Inspektorat Wilayah IlI menyelenggacakan

fungsi:

a. perumusan strategi pengawasan dan program kerja
tahunan;

b. penyusunan norma dan petunjuk pemeriksaan,
pengujian, penilaian, dan pengukuran di bidang
pengelolaan kenangan negara dan pelaksanaan tugas
dan fungsi Kementerian Agama yang terdiri atas aspek
kehematan, efisiensi, dan  efektivitags bidang
perencanaan, kKepegawaian, kecuangan, dan barang
milik negara;

¢. pelaksanaan pengawasan intern meliputi audit kinesja,
audit dengan tujuan tetrtentu, reviu, evaluasi, dan
pemantauan,

d. peclaksanaan pengawasan lainnya meliputt: sosialisasi
mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan
pengawasan, pembimbingan dan kensultansi;

¢. penyusunan dan pelaporan hasil pengawasan;

f. pengoordinasian hasil pengawasan intern dengan

Inspektorat Investigasi terhadap penyimpangan yang

berindikasi tindak pidana korupsi, kerugian negara,

dan indisipliner pegawai;

pelaporan hasil kinerja pengawasan; dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan nunah tangga

Inspektorat Wilayah 111

o

Pasal 458
[nspektorat Wilayah III terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b, Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 459
Subbagian Tata Usaha scbagaimana dimaksud dalam Pasal
458 hurul a mempunyai tugas melakukan pelayanan

urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah
1.
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Bagian Ketujuh
Inspektorat Wilayah IV

Pasal 460

Inspektorat Wilayah [V scbagaimana dimnaksud dalam Pasal
438 huruf ¢ mempunyar tugas merumuskan strategi
pengawasan dan melaksanakan pengawasan intern
meliputi audit kinerja, audit dengan twjuan tertentu, reviu,
evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya, dan
penyusunan laperan hasil pengawasan serta pelaksanaan
urusan tata usaha dan rumah tangga yang meliputi
wilayah  Sekretariat Jenderal, Direktorat  Jenderal
Bimbingan Masyarakat Katolik, Inspektorat Jenderal,
Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Bclitung, Dac¢rah
Khusus lbu Kota Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat,
Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat.

Pasal 461

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 460, Inspcktorat Wilayah IV menyelenggarakan

fungsi:

a4, perumusen strategi pengawasan dan program keija
tahunan;

b. penyusunan norma dan petunjuk pemeriksaan,
pengujian, penilaian, dan pengukuran di bidang
pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas
dan fungsi Kementerian Agama yang terdiri atas aspek
kehematan, efisiensi, dan efektivitas bidang
perencanaan, kecpegawaian, keuangan, dan barang
milik negara;

¢. pelaksanaan pengawasan intern meliputi audit kinerja,
audit dengan tujuan tertentu, reviu, evaluasi, dan
pemantauan,

d. pelaksanaan pengawasan lainnya meliputi sosialisasi
mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan
pengawasan, pembimbingan dan konsultansi,

e, penyusunan dan pelaporan hasil pengawasan;

f. pengeordinasian hasil pengawasan intem dengan
Inspektorat Investigasi terhadap penyimpangan yang
berindikasi tindak pidana lsorupsi, kerugan negara,
dan indisipliner pegawai;

g. pelaporan hasil kinerja pengawasan; dan

h. pelaksanaan urusan tata usaha dan numah tangga
Inspektorat Wilayah IV.

Pasal 462
Inspektorat Wilayah IV terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 463
Subbagtan Tata Usaha scbagaimana dimaksud dalam Pasal
462 huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan

urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah
V.

<
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Bagian Kedelapan
Inspektorat Investigasi

Pasal 464

Inspektorat Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
438 hwuf f mempunyai tugas melaksanakan strateg
pengawasan, melaksanakan audit tujuan tertentu melalui
proses investigasi atas dugaan tindak pidana korupsi dan
kerugian keuangan negara, pelangparan disiplin atau
penyalahgunaan wewenang, menangani permasatahan
yang menjadi perhatian publik pada Kementerian Agama,
periyusunan laporan hasil audit investigasi,
tnengordinasikan hasi audit investigasi, dan pelaksanaan
urusan ketatausahaan Inspektorat Investigasi,

Pasal 465

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 464, Inspcktorat Investigasi menyelenggarakan

fungsi:

a. penyusunan rencana strategis, kcbijakan, rencana
kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan program
kerja yang terkait dengan tugas Inspeklorat
Investigasi;

b. koordinasi pelaksanaan peran serta dan kerja sama
dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan
kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur
Kementerian Agama;

¢. koordinasi penelahaan, analisis dan tindak lanjut
pengaduan masyarakat den informasi dari media;

d. penangaan pcrmintaan audit dengan tujuan tertentu

¢. pclaksenaan dan pengendalian audit investigatif
terhadap berbagai bentuk penyimpangan dan
penyalahgunaan wewenang vang dilakukan oleh unsur
Kementerian Agama;

f. pelaksanaan pengumpulan data dan/atau informasi
intelijen atas penanganan audit investiganf;

g. penyusunan dan penyampaian laporan audit
investigatif serta laporan akuntabilitas kinena
Inspektorat Investigasi;

h. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit
investigatif;

.  pclaksanaan sosialisasi kegiatan irivestigasi;

j. koordinasi pelaksanaan kajian terhadap peraturan
perundang-undangan dan peraturan pada
Kementerian Agama;

k. koerdinasi pengawasan yang terkait dengan tugas
Inspektorat Investigasi;

L pemberian keterangan ahli di persidangan;

m, pelaksanaan koordinasi dengan lembaga penegakan
hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus
kepada lembaga penegakan hukum; dan

n. pclaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga
inspektorat investigasi.

Pasal 466
Inspekterat Investigasi terdiri atas:
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a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompek Jabatan Fungsienal Auditor.

Pasal 467
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
466 huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan
urusan tata usaha dan rumah tangga Inspecktorat
Investigasi.

BAB XII
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 468
(1) Badan Penclitian dan Pengembangan, dan Pendidikan
dan Pelatihan merupakan unsur pendukung yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri.
(2) Badan Penclitian dan Pengembangan, dan Pendidikan
dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala.

Paszal 469
Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan
Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penelitian,
pengembangan, pendidikan, dan pelatthan di bidang
agama dan keagamaan.

Pasal 470

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 469, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan

Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program
penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan
di bidang agama dan keagamaan;

b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan,
dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan,

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksansan
penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan
di bidang agama dan kcagamaan;

d. pelaksanaan administrasi Badan Penclitian dan
Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan; dan

c. pclaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan ®rganisasi

Pasal 471
Susunan organisasi Badan Penclitian dan Pengembangan,
dan Pendidikan dan Pclatihan terdiri atas:
a. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan, dan
Pendidikan dan Pelatihan;
b. Pusat Penelidan dan Pengembangan Bimbingan
Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan;

T
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c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
Agama dan Keagamaan;

d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah
Keagamaan, dan Manajemen @®rganisasi;

g. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi;
dan

f. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis
Pendidikan dan Keagamaan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badsan Penelitian dan Pengembangan, dan
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 472

Sekretariat Badan Pcneliban dan Pengembangan, dan
Pendidikan dan Pclatihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 471 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
keordinuasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Badan
Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan
Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 473

Dalam melaksanakan tugas sebagaimena dimaksud dalam

Pagal 472, Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan

menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi penyusunan rencana, program, kegiasan
dan anggaran;

b. koordinasi pemantauan dan ¢valuasi rencana,
program, kegiatan, dan anggaran,

¢. peclaksanaan pengelolaan dan laporan keuangan;

d. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;

€. pengelolaan administrasi kepegawaian dan bina
pengembangan karir pegawai pada badan;

f. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dan
diseminasi bidang penclitan dan pengembangan, dan
pendidikan dan pelatihan;

g penyusunan rancangan peraturan  perundang-
undangan dan advokasi hulcum;

h. pengelolaan data dan pengembengan sistemn informasi;

i.  koordinasi dan pelaksanaan publikasi dan hubungan
masyarakat;

j.-  pengelolaan barang milik negara;

k. pengelotaan perpustakaan;

1. pelaksanaan urusan ketatgusahaan dan
kerumahtanggaan; dan

m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 474
Susunan organisasi Sckretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:
a. Bagian Umum dan Perpustakaan; dan
b. Jabatan Fungsional.
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Pasal 475
Bagian Umum dan Perpustakaan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 474 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
urusan kectatausahaan, kecumahtanggaan, perlengkapan,
pemanfaatan, dan pemeliharaan barang milik negara serta
pengelolsan perpustakaan pada badan.

Pasal 476
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4745, Bagian Umum dan Perpustalcaan
menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan urusan ketatausahaan;
pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
pengelolaan dan pelaksanaan urusan perlengkapan;
penyiapan bahan pemanfaatan dan pemeliharaan
barang milik negara; dan
e. pengclolaan perpustakaan,

a0op

Pasal 477
Bagian Umum dan Perpustakaan terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Pusat Penelitian dan Pengembargan
Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan

Pasal 478
Pusat Penclitian dan  Pengembangan  Bimbingan
Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 471 huruf b mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan tcknis penelitian dan
pengembangan, dan pembinaan substantif di bidang
bimbingan masyarakat agama dan layanan keagamaan
scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 479

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 478, Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan

Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan tcknis, rencana dan
program penclitian dan pengembangan di bidang
bimbingan masyarakat agama dan layanan
keagamaan;

b. penyusunan program penelitian dan pengembangan di
bidang bimbingan masyarakat agama dan layanan
keagamaan yang meliputi bimbingan masyarakat

agama, kerukunan, aliran keagamaan,
penyelenggaraan haji, umrah, dan jaminan produk
halal,

c. fasilitasi dan kerja sama pelaksanaan penelitian dan
pengembangan di bidang bimbingan masyarakat
agama dan layanan keagamaan;

d. pclaksanaan e¢valuasi, pelaporan, dan penjaminan
mutu hasil penclitan dan pengembangan di bidang
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bimbingan masyarakat agama dan layanan keagamaan
sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
c¢. pembinaan substantifl penelitian dan pengembangan
bimbingan masyarakat agama dan layanan keagamaan
pada bslai; dan
f. penyelenggaraan administrasi dan publikasi hasil
penclitian dan pengembangan.

Pasal 480
Susunan erganisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan
Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan
terdiri atas:
a. Subbapian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Pungsional.

Pasal 481

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimnaksud dalam
Pasal 480 huruf a mempunyal tugas melakukan
pelayanan  urusan persuratan, perencanaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi pusat.

(2) Subbagian Tata Usaha scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam mclaksanakan tugasnya seccara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan
Perpustakaan pada Sekretariat Badan dan secara
eperasional bertanggung jawab kepada pusat.

Bagian Kelima
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan Agama dan Keagamaan

Pasal 482
Pusat Penclitian dan Pengembeangan Pendidikan Agama dan
Keagamaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 471 hurul
c mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis
penelitian, pengembangan, dan pembinaan substantil di
bidang pendidikan agama dan kesgamaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 483

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 482, Pusat Penclitian dan Pengembangan Pendidikan

Agama dan Keagamaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan
program penelitian dan pengembangan di bidang
pendidikan agama dan keagamaan;

b. penyusunan program dan pelaksanaan penelitian dan
pengembangan di bidang pendidikan agama dan
keagamaan yvang meliputi pendidikan raudlatul athfal,
madrasah, pendidikan agama, pendidikan tinggi
keagamaan, dar pendidikan keagamaan;

c. fasilitasi dan kerja sama pelaksanaan penelitian dan
pengembangan di bidang pendidikan agama dan
keagamaan;
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d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian di
bidang pendidikan agema dan keagamaan scbagai
pertimbangan pengambilan kebijakan;

e. pembinaan substantif penelitian dan pengembangan
pendidikan agama dan keagamaan pada balai; dan

f. peclaksanaan administrasi dan publikasi hasil
penclittan dan pengembangan di bidang pendidikan
agama dan kcagamaan.

Pasal 484
Susunan erganisasi Pusat Penclitian dan Pengembangan
Pendidikan Agama dan Keagamaan terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelsmpok Jabatan Fungsional.

Pasal 485

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 484 huruf a mempunyai tugas melakukan
pelayanan urusan persuratan, perencanasarn,
kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumahtangegaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi pusat.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalamm melaksanakan tugasnya secara
fungsional berada di baweh Bagian Umum dan
Perpustakaan pada Sekretariat Badan dan secara
operasional berianggung jawab kepada pusat.

Bagian Keenam
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen @rganisasi

Pasal 486

Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah
Keagamaan, dan Mangjemen Organisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 471 huruf d mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan teknis penelitian, pengembangan,
dan pcmbinaan substantif di bidang lektur, khazanah
keagamaan, dan maeanajemen organisasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 487

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 486, Pusat Penelitian dan Pengembangan Lekrur,

Khazanah Kcagamaan, dan Mangajemen Organisasi

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan
pregram penelitian dan pengembangan di bidang
pengembangan lcktur, khazanah kecagamaan, desn
manajemen organisasi;

b. penyusunan program dan pelaksanaan penelitian dan
pengembangan di bidang pengembangan Ilektur,
khazanah kcagamaan, dan manajemen organisasi
yang meliputi manusknp, khazanah keagamaan,
perbuknan dan  seni budaya keagamaan, dan
manajemmen organisasi satuan kerja;
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c. fasilitasi dan kerja sama pelaksanaan penclitian dan
pengembangan di bidang pengembangan lektur,
khazanah keagamaan, dan manajemen organisasi;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian di
bidang lektur, khasanah keagamaan, dan manajemen
organisasi sesagai  pertimbangan  pengambilan
kebijakan;

c. pembinaan substantif penelitian dan pengembangan
lektur, khazanah keagamaan, dan manajemen
organisasi pada balai; dan

f. pelaksanaan administrasi dan publikasi hasil
penelitian dan pengembangan di bidang
pengembangan lektur, khazanah keagamaan, dan
manajcInen organisasi.

Pasal 488
Susunan organisasi Pusat Penclitian dan Pengembangan
Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen @rganisasi
terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsienal.

Pasal 489

(1] Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 488 huruf a mempunvai tugas melakukan
pelayanan urusan persuratan, perencanaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang
milik ncgara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi pusat.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam meclaksanakan tugasnya secara
furigsional berada di bawab Bagian Umum dan
Perpustakaan pada Sckretariat Badan dan secara
eperasional bertanggung jawab kepada pusat.

Bagian Ketujuh
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi

Pasal 490

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471 huruf e
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan
teknis, pengendalian mutu, penyelenggaraan, dan
pembinaan  substantif pendidikan, pelatihan, dan
pcngembangan  tenaga administrasi  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 491
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 490, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga
Admintstrasi menyelenggarakan fungst:
a. penylapan penyusunan kebijakan teknis di bidang

pendidikan dan pelatihan serta penigembangan tenaga
administrasi,
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b. pelaksanaan pendidikan dan pelatthan serta
pengembangan dan pengendalian mutu pendidikan
dan pelatihan tenaga administrasi;

c. pengembangen sistem informasi, publikasi, fasilitasi
dan kerja sama pendidikan dan pelatihan tenaga
administrasi;

d. pecmantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pasca
pelaksanaan pendidikan dan  pelatihan  tetaga
administrasi;

e. pelaksanaan bina substantf pendidikan dan pelatihan
serta pengembangan tenaga administrasi pada balai;

{. penyusunan laporan pelaksanaan program pendidikan
dan  pelatthan serta  pengembangan  ténaga
administrasi; dan

g. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pasal 492
Susunan erganisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Administrasi terdiri atas:
a. Bagian Tata Usahg; dan
b. Kelompek Jabatan Fungsional.

Pasal 493
Bagian Tata Usaha scbagaimana dimaksud dalam Pasal
492 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan rencana, pProgram, Anggaran, urusan
keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan,
kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan
barang milik negara serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 494

Dalamn meclaksakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 493, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapsn bahan penyusunan rencana, program,
anggaran, urusan keuangan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi
kepegawaian, ketatalaksanaan, pcrsuratan, kearsipan,
perlengkapan, dan rumah tangga;

¢, penyiapan bahan pengelolaan barang milik necgara;
dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 435
Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompek Jabatan
Fungsionsal.

Bagian Kedelapan
Pusat Pendidikan dan Pclatihan
Tenaga Teknis Pendidikan dan Kecagamaan

Pasal 496
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan
dan Keagamaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 471
huruf { mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
kebijakan teknis dan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan serta pengembangan tenaga teknis pendidikan
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dan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 497

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 496, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis

Pendidikan dan Keagamaan menyclenggarakan fungsi:

a. penylapan penyusunan kebijaken teknis di bidang
pendidikan dan pelatiban serta pengembangan tenaga
teknis pendidikan dan keagamaan;

b. pelaksanaan pendidikan dan pelathan serta
pengembangan #dan pengendalian mutu tenaga teknis
pendidikan dan keagamaan;

¢c. pengembangan sistem informasi, publikasi, fasilitasi
dan kerja sama pendidilan dan pclatthan tenaga
teknis pendidiken dan keagamaan;

d. pemantauan dan cvaluasi pelaksanaan dan pasca
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga tcknis
pendidikan dan keagamaan;

e. pelaksanaan bina substantif pendidikan dan pelatihan
serta pengembangan tenaga teknis pendidikan dan
keagamean pada balai;

f. penyusunan laporan pelaksanaan program pendidikan
dan pelatihan serta pengembangan tenaga teknis
pendidikan dan keagamaan; dan

g.  pelaksanaan administrasi Pusat.

Pasal 498
Susunan organisasi Pusat Pendidikan dan Pclatihan
Tenaga Teknie Pendidikan dan Keagamaan terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha; dan
b. Kclompok Jabatan Fungsienal.

Pasal 499
Bagian Tata Usaha scbagaimana dimaksud dalam Pasal
498 hurul a mempunyai tugas me¢laksanakan penyiapan
penyusunan rencana, Pprograimm, anggaran, urusan
keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan,
kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan
barang milik negara serta ¢evaluasi dan pelaporan.

Pa=zal 500

Palam melaksakan tugas sebagzimana dimaksud dalam

Pasal 499G, Bagian Tata Usaha menyeclenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program,
anggaran, urusan keuangan,

b. penyiapan bahan pclaksanaan urusan administrasi
kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan,
perlengkapan, dan rumah tangga,;

¢. penyiapan bahan pengelolaan barang milik negara;
dan

d. penylapan kahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 501

Begian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.
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BAB XIII
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 502
{1) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
merupakan unsur pendukung yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dipimpin
oleh Kepala,

Pasal 503
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai
tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk
halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 504

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 583, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di
bidang penyelenggaraan jaminan produk halal,

b, pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal,

¢. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di
bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;

d. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan
produk halal;

e. pelaksanaan administrasi Badan Penyclenggara
Jaminan Produk Halal; dan

f.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organizasi

Pasal 505

Susunan organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk

Hala! terdiri atas:

a. Sekretariat Badan Penyelenggara Jaminan Produk
Halal;

b. Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal,

c. Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk
Halal; dan

d. Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal

Bagian Ketiga
Sekretariant Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Pasal 506
Sekretariat Badan mempunyai tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 505 huruf a melaksanakan
koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan
administrasi kepada sehuruh unit organisasi pada Badan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 507

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 506, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan tfencansa, program,
kegiatan dan anggaran;

b. koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana,
program, kegiatan, dan anggaran,

c. pengelolaan urusan keuangan Badan;

d. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;

e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan bina
pengembangan karir pegawad,

f. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama bidang
jaminan produk halal;

g. penyusunan rancangan peraturan  perundang-
undangan dan fasilitasi advokasi hukum;

h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi,

i.  koordinasi dan pelaksanaan publikasi dan hubungan

masyarakat;
j.  pengelolaan barang milik negara;
k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan

kerumahtanggaan; dan
I,  pemantauan, evatuasi, dan pelaporan.

Pasal 508
Sckretariat Badan terdiri atas:
a. Bagian Keuangan dan Umum; dan
b, Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 509
Bagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud
dalain Pasal 508 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan pengelolaan keuangan, perbendaharaan,
dan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, scrta
urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan
barang milik negara pada Badan.

Pazal 518
Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal S09, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan babhan koordinasi dan pengelolaan
kecuangan dan perbendaharaan pada Badan;
b. penyiapan bahan peclaksanaan verifikasi, aluntansi
dan penyusunan laporan keuangan pada Badan;

c. pclaksanaan urusan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan;

d. pengelolaan dan pelaksanaan urusan perlengkapan;
dan

e. pemanfaatan dan pemeliharaan barang milik negara.

Pasal 511

Baglan Keuangan dan Umum terditi atas Kelompok
Jabatan Fungsional.
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Bagian Keempat
Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal

Pasal 512
Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 585 huruf b mempunyaj tugas
menyusun dan melaksanakan kebijakan, standardisasi dan
bimbingan teknis serta evaluasi di bidang registrasi dan
scrtifikasi halal sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 513

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dajam

Pasal 512, Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal

menyc¢letggarakan fungsi:

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
registrasi, sertifikasi, verifikasi dan pcnilaian
kesesuaian;

b. peningkatan kualitas layanan registrasi, sertifikasi,
verifikasi dan penilaian kesesuaian;

¢. [asilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan
registrasi, sertifikasi, wverifikasi dan  penilaian
kescsuaian;

d. penyusunan nerma, standar, proscdur, dan kriteria di
bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian
kesesuaian;

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian
kesesuaian;

f. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang registrasi,
sertifikasi, verifikasi dan penilaian Kesesuaian; dan

g. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 514
Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal terdiri atas:
a, Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 515

(1} Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 514 huruf a mempunyai tugas melakukan
pelayanan urusan persuratan, perencanaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumahlanggaan, kearsipan, data, dan
dolkcamentasi pusat.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya sc¢cara
fungsional berada di bawah Bagian Keuangan dan
Umum pada Sekretariat Badan dan secara operasienal
bertanggung jawab kepada pusat.

Bagian Kelima
Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal

Pasal S16
Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 505 huruf mempunyai
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¢ tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan,
bimbingan tekmis serta evaluasi di bidang pembinaan dan
pengawasan halal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 517

Palam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasa]l §16, Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan

Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang bina
auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan
produk halal;

b. peningkatan kualitas layanan bina auditor halal,
pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halaj;

c. fasilitusi sarana prasarana, laboratorium halal, serta
pcndanaan bina auditor halal, peclaku usaha, dan
pengawasan jaminan produk halal;

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kritetia di
bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan
pengawasan jaminan produk halal;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
bina auditor halal, wpelaku usaha, dan pengawasan
Jaminan produk halal;

f. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang bina

auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan
produk halal; dan

g. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 518
Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Keclompok Jabatan Fungsional.

Pasgal 519

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 518 huruf a mempunyai tugas melakukan
pelayanan urusan persuratan, perencanaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang
milik nepara, kerumahtanggaan, kcarsipan, data, dan
dokumentasi pusat.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalamm melaksanakan tugasnya seccara
fungsienal berada di bawah Bagian Keuangan dan
Umum pada Sekretariat Badan dan secara eperasional
bertanggung jawab kepada pusat.

Bagian Keenam
Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal

Pasal 520
Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4565 huruf d mempunysai tugas
menyusun melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta
evaluasi di bidang kerja sama dan standardisasi halal
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

;
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Pasal 521

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 520, Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal

menyclenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan
standardisasi produk halal;

b. peningkatan kualitas layanan kerja sama dan
standardisasi produk halal,

c. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan kerja
sama dan standardisasi produk halal,

d. penyusunan norma, standar, proscdur, dan Kkriteria di
bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;

¢. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kerja sama dan standardisasi produk halal;

f. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kerja
sama dan standardisasi produk halal; dan

g. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 522
Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kclompok Jabatan Fungsional.

Pasal 523

(1} Subbagian Tata UUsaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 522 huruf a mempunyai tugas melakukan
pelayanan urusan persuratan, perencanaan,
kepegawaian, kctatalaksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi pusat.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara
fungsional berada di bawah Bagian Keuangan dan
Umum pada Seckretariat Badan dan secara operasional
bertanggung jawab kepada pusat.

BAB XIV
STAF AHLI MENTERI

Pasal 524
Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri dan secara administratif dikoordinasikan olch
Sekretaris Jenderal.

Pasal 525
Susunan Organisasi Staf Ahli terdiri atas:
a. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan,
b. Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan
Informasi; dan
c. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 526
(1) Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525 huruf a
mempunyai tugas memberikan rckomendasi terhadap
isu-isu strategis kcpada Menteri di bidang hubungan
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kelembagaan keagamaan.

(2) Staf Abhli Bidang Manajemen Komunikasi dan
Informasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 525
huruf b mempunyai tugas memberikan rekomendasi
terhadap isu-isu strategis kepada Menteri di bidang
mangjemen informasi dan komunikasi.

(3) Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525 hun c
mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap
isu-isu strategis kepada Menteri di bidang hukum dan
hak a=asi manusia.

BAB XV
PUSAT

Bagian Kesatu
Pusat Kerukunan Umat Beragama

Pasal 527
(1) Pusat Kerukunan Umat Beragama mecupakan unsur
pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Agama
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri melatui Sekretaris Jenderal.
{2) Pusat Kerukunan Umat Beragama dipimpin olch
Kepala.

Pasal 528
Pusat Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di
bidang kerukunan umat beragamna sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 529

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalamm Pasal 528, Pusat Kerukunan Umat Beéragama

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan, rencana, program dan
anggaran di bidang kerukunan umat beragama,

b. pelaksanaan program di bidang pembinaan lembaga
kerukunan agama, lembaga keagamaan, dan
hartmonisasi umat beragama;

C. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang kerukunan umat beragama;

d. pengecmbangan komunikasi terhadap aliran
kepercayaan,;

e. koordinasi pelaksanaan program pencegahan dan
penanganan masalah kerukunan umat beragama;

f. pemberian bimbingan teknis dan cvaluasi di bidang
kerukunan umat beragama; dan

g  pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 530

Susunan organisasi Pusat Kerukunan Umat Beragama
terdiri atas:
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a. Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan
Lembaga Keagamaan;

Bidang Harmonisasi Umat Beragama,;

Subbagian Tata Usaha; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

aoo

Pasal 531

Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga
Keagamaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 529 huruf
a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perurmusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norme, standar,
prosedur, kriteria, kriteria, bimbingan teknis, evaluasi, dan
pclaporan di bidang bina lembaga kerukunan agama dan
lembaga keagamaan.

Pasal 532

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 531, Bidang Bina Lcmbaga Kerukunan Agama dan

Lembaga Keagamaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan Kkebijakan teknis di
bidang bina lembaga kerukunan beragama dan
lembaga kcagamaan,

b. penyusunan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang bina lembaga
kerukunan beragama dan lembaga keagamaan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan program di bidang bina
lembaga kerukunan beragama dan lembaga
keagamaan;

d. penyiapan bahan koordinasi pencegahan masalah
ketidakharmonisan umat beragama:

e. penyiapan bahan pclaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang bina lembaga kerulkunan
beragama dan lembaga kcagamaan; dan

f. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang bina lembaga kerukunan beragama dan
lembaga keagamaan.

Pasal 533
Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga
Keagamaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 534
Bidang Harmonisasi Umat Beragama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 530 huruf b mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
kriteria, bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan di
bidang harmonisasi umat beragama.

Pasal 535
Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 534, Bidang Harmonisasi Umat Beragama
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang harmonisasi umat beragama;
b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,



- 116 -

prosedur, dan kriteria di bidang harmonisasi umat
beragama,

c. penyiapan bahan pelaksanaan program di bidang
harmonisasi umat beragama;

d. penyiapan bahan koordinasi penyelesaian masalah
ketidakharmonisan umat beragama,;

€. pengcmbangan komunikasi terhadap aliran
kepercayaan;

f. penyiapan bahan binbingan teknis dan supcervisi di
bidang harmonisasi umat beragama; dan

g. penyiapan bahan pelaksanaan cvaluasi dan laporan di
bidang harmonisasi umat beragama.

Pasal 536
Bidang Harmonisasi Umat Beragama terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 537
Subbagian Tata Usaha s¢bagaimana dimaksud dalam Pasal
530 huruf ¢ mempunyai tugas melakukan pelayanan
urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian,
ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara,
kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan dokumentasi
pusat.

Bagian Kedua
Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu

Pasal 538

{1} Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
merupakan unsur pcndukung pelaksanaan tugas
Kementerian Aguma yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris
Jenderal.

(2) Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu dipimpin
oleh Kepala.

Pasal 539
Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu mempunyati
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta
cvaluasi di bidang bimbingan masyarakat dan pendidikan
Khonghucu sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pasal 540

Dalam meclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 539, Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu

menyeclenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan operasional di bidang bimbingan
masyarakat dan pendidikan Khonghucu;

b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang birmbingan masyarakat dan pendidikan
Khenghucu;

c. koordinasi bimbingan masyarakat dan pendidikan
Khonghucu;
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d. pemberian layanan bimbingan dan pendidikan
Khonghucu;

c. pelaksanaan hubungan dengan Ilecmbaga Negara,
lembaga pemerintah, media, dan lembaga keagamaan;

f. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
bimbingan masyarakat dan pendidikan Khonghucuy;
dan

g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan.

Pasal 541
Susunan organisasi Pusat Bimbingan dan Pendidikan
Khonghucu terdiri atas:
a. Bidang Bimbingan dan Keclembagaan Agama
Khonghucuy;
b. Bidang Pendidikan Khonghucuy;
¢. Subbagian Tata Usaha; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 542

Bidang Bimbingan dan Kelembagaan Agama Khonghucu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 huruf a
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
dan pclaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
proscdur, kriteria, kriteria, bimbingan teknis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang bimbingan masyarakat dan
kelembagaan agama Khonghucu.

Pasal 543

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 542, Bidang Bimbingan dan Kelembagaan Agama

Khonghucu menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pclaksanaan kebjjakan teknis di bidang bimbingan
masyarakat dan kelembagaan agama Khonghucu;

b. penyiapan bahan penyusutian norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan
masyarakat dan kelembagaan agama Khonghucu;

c. penyiapan bahan peclaksanaan program di bidang
bimbingan masyarakat dan Kkelembagaan agama
Khonghucu;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang bimbingan masyarakat dan
kelembagaan agama Khonghucu; dan

c. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang bimbingan masyaralsst dan keclembagaan
agama Khonghucu.,

Pasal 544
Bidang Bimbingan dan Kclembagaan Agama Khonghucu
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 545
Bidang Pendidikan Khonghucu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 541 huruf b mempunyai tugas melaksanakan
pcnyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
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penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, kriteria,
bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pendidikan Khonghucu.

Pasal 546

Dalam melaksanakan tugas secbagaimana dimaksud dalam

Puasal 545, Bidang Pendidikan Khonghucu

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan
agama dan keagamaan Khonghucu;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan sgama
dan keagamaan Khonghucu;

C¢. penyiapan bahan pelaksanaan program di bidang
pendidikan agama dan keagamaan Khonghucu,

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pendidikan agama dan keagamaan
Khonghucu; dan

e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan
pendidikan agama dan keagamaan Khonghucu.

Pasal 547
Bidang Pendidikan Khonghucu terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 548
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S41 huruf ¢ mempunyai tugas melakukan pelayanan
urusan persuratan, pérencanaan, kepegawaian,
ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara,
kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan dokumentasi
pusat.

BAB XVI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 549
Pada Kementcrian Agama dapat dibentuk dan ditetapkan
Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang
pelaksanaannya dilakukan scsuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 550

(1) Kelompok Jabatan Fungsional] mempunyai tugas
memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi
Pelavanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup
bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratarma masing-masing.

(3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai
tugas mengoordinasikan dan mengelola Kkegiatan
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pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas
masing-masing.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas
Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional
ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 551
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 549, terdiri dari berbagai jenis jabatan
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan
kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan
beban kerja.
Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-
masing.

BAB XVl
INSTANSI VERTIKAL

Pasal 552

Untuk menyelenggarakan tugas dan  fungsi
Kementerian Agama di daerah, dibentuk Kantor
Wilayah Kementenan Agama di provinsi dan Kantor
Kementerian Agama di kabupaten /kota.

Tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja
Kantor Wilayah Provinsi dan Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur oleh Menteri setclah mendapat
persetujuan tertulis dari menterni yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.

BAB XVIII
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 553
Untuk melaksanakan tugas teknis operasional
dan/atau tugas teknis penunjang pada Kementerian
Agama, dapat dibentuk Unit Peclaksana Teknis yang
disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan analisis
beban kerja,
Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Menteri setelah mendapat
persetujuan tertulis dari menteri yang
mcnyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
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BAB XIX
TATA KERJA

Pasal 554
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kementenian harus
menyusun peta bisnis proscs yang menggambarkan tata
hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit
organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

Pasal 555
Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai
hasil pelaksanaan wrusan pemerintahan di bidang agama
secara berkala atau scwaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 556

(1) Kementerian Agama harus melaksanakan analigis
jabatan untuk menghasilkan dokumen informasi
jabatan, menyusun dokumen peta jabatan dan
informasi faktor jabatan, menyusun dokumen standar
kompetensi teknis jabatan untuk menjadi bahan
penilaian kompetensi pegawai, melaksanakan analisis
beban kerja dan cvaluasi jabatan terhadap seluruh
jabatan, serta melaksanakan evaluasi kelembagaan
terhadap seluruh satuan kerja di  lingkungan
Kementerian Agama.

{2) Pelaksanaan analigis jabatan, penyusunan dokumen
peta jabatan dan informasi fakter jabatan,
penyusunan dokumen standar kompetensi teknis
jabatan, serta pelaksanaan analisis beban kcrja,
cvaluasi jabatan, dan evaluasi kelembagaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
ol¢h Sckretariat Jenderal secara terpusat dengan
metode pengelompokan (chester) jabatan yang secara
teknis dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Biro
yang menangani fungsi penataan organigasi dan tata
laksana.

(3) Ketentuan teknis pelaksanaan dan penyusunan
scbagaimana dimaksud pada ayat (2} diatur oleh
Peraturan Menteri dan hasilnya ditetapkan oleh
Keputusan Menteri.

(4) Hasil pelaksanaann dan penyusunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai acuan
penataan organisasi, penataan sistem Kkerja dan
tatalaksana, serta penataan dan pengembangan
manajemen sumber daya manusia aparatur pada
Kementerian Agama.

Pasal 557

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Agama dalam
melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam
linglkcungan Kementerian Agama pada tingkat pusat,
instansi vertikal, dan unit pelaksana tekniz maupun dalam
hubungan dengan instansi di luar kementerian sesuai
dengan tugas masing-masing.
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Pasal 558
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian
Agama bertanggung jawab mMemimpin dan
mengoerdinasikan bawahan masing-masing dan

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahan,

Pasal 559
Sctiap pimpinan unit organisasi di linglcungan Kementerian
Agama wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan
masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib
mengambil langkah-dangkah vyang diperlukan sesuai
dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 560
Sctiap pimpinan unit erganisasi harus mencrapkan sistem
pengendalian intern  pemerintah pada masing-masing
untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme
akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelapsran kinerja yang terintegrasi,

Pasal 561
Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikus dan
mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja
secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 562
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organizasi
dari bawshannya, wajib diolah dan digunakan scbagai
bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB XX
ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTTAN

Pasal 563

(1) Sekretaris Jenderal, Direkiur Jenderel, Inspektur
Jenderal, dan Kcpala Badan merupakan Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon
fa.

(2) Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
atau jakatan struktural ¢selon I.b.

(3) Kepala Birg, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat,
Sckretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Iinspektorat
Jenderal, dan Sekretaris Badan merupakan Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural
eselon [lL.a.

(4} Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kcpala
Bidang merupakan Jabatan Administrator atau
jabatan struktural eselon IH.a.

(S} Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau
jabatan struktural eselon IV.a.
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Pasal 564
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan
Administrator, dan Jabatan Pengawas diangkat dan
diberhentikan olch Menteri.
Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5635

Unit arganisasi yang ditetapkan sebagai instansi
pembina jabatan fungsional di bidang agama, selain
melaksanakan  tugas teknis utamanya @ juga
melaksanakan tugas pengelolaan teknis dan
administrasi jabatan fungsional sesuai denigan bidang
tugasnya.

Unit organisasi yang ditetapkan sebagai pembina
jabatan fungsional non-agama vang bekepa di
lingkungan Kementerian Agama, sebagal instansi
pengguna,  selain | melaksanakan  1ugas teknis
utamanya juga meclaksanakan tugas pengclolaan
administrasi jabatan fungsional sesuai bidang
tugasnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan unit
organisasi yang menangani fungsi pembinaan jabatan
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dan
ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 566

Kepala Begian Perlengkapan dan  Pengadaan
Burang/Jasa, karena sifat tugas dan fungsinya,
sckaligus menjadi Kepala Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Agama.
Ketentuan lebib lanjut mengenai tugas dan tanggung
jawab Unit Kerja  Pengadaan  Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan olch
Menteri sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pasal 567

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan
Informasi, sesuai dengan sifat tugas dan fungsinya
menjadi Pejabat Pcngcelola Informasi dan Dokumentasi
yang sclanpjutnya disebut PPID di lingkungan
Kementerian Agama.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung
jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 568
Bagan organisasi Kementerian Agama sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XX1I
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 569

Pada saat Peraturan Mentcri ini mulai berlaku:

a. semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri
Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agama dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum
diubah atau digans dengan peraturan pelaksanaan
yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini;

b. seluruh jabatan yang ada beserta pcjabat yang
memangku jabatan tetap meclaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru
dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan
Menteri inj;

c. satuan organisasi yang mengalami perubahan
nomenklatur struktur organisasi, tugas, dan fungsi,
perlu segera mclakukan penataan administrasi dan
tata laksana pada masing-masing, dengan ketentuan
bahwa preses pengalihan sarana  prasarana,
ketenagaan, program, dan anggaran pada satuan
organisasi yang bersangkutan diatur lebih lanjut oleh
Mmasing-masing pimpinan satuan kerja eselon I
berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian
Agama; dan

d. satuan kerja yang mengalami perubahan nomenklatur
struktur organisasi, tugas, dan fungsi, perlu segera
menetapkan pejabatnya.

BAB XXIi1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 570
Perubahan atas kedudukan, tugas, fungsi, susunan
organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini
diatur oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab
di bidang aparatur.

Pasal 571
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai bertaku, Peraturan
Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 572

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2022
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YAQUT CHOLIL @ OUMAS

Diundangkan di Jakarta
pada tangegal 19 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 N@MOR 955

Salinan sesuai dengan aslinya
- Kementerian Agama RI
]{cplaEnuHthmlhnlmaSammarHtgm
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